
LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 91 TAHUN 2018 
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN 
AKUN STANDAR 

DAFTAR ISI 

BAB I PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP 1 

BAB II SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN 2 

BAB III SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN 3 

BAB IV SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 17 

BAB V SISTEM AKUNTANSI TRANSFER 28 

BAB VI SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 36 

BAB VII SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 38 

BABVII I SISTEM AKUNTANSI PIUTANG 43 

BAB IX SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 47 

BAB X SISTEM AKUNTANSI INVESTASI 53 

BAB XI SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP : 63 

BAB XII SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN 

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD 72 

BAB XIII SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN 74 

BAB XIV SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 77 

BAB XV SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 88 

BAB XVI SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN 94 

BAB XVII SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOUDASIAN 102 

'araf Hicrarid 

kda 

in Pes! 
1 
bag i 

Paraf Koordinasi 

Aststen 
PD Pemrakarsa / 
PD Terkait . 



BAB I 
PENDAHTJLUAN DAN RUANG UNGKUP 

A, PENDAHtJLUAN 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu 
instrumen penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi 
SAP berbasis akrual. SAPD sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-
prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi 
menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan 
akuntansi double entry melalui alat-alatnya berupa buku j u m a l , buku 
besar, neraca saldo, dan laporan keuangan i tu sendiri. 

Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa 
sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman in i 
dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang 
dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir. Intinya 
SAPD sebagai suatu pedoman dapat dipahami dan dilaksanakan oleh 
para petugas khususnya fUngsI akuntansi. 

B. RUANG LINGKUP 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diselenggarakan oleh 
entitas pelaporan dalam hal in i Pemerintah Kabupaten Pacitan dan 
entitas akuntansi dalam hal in i Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan selumh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal in i Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan. Tidak termasuk dalam 
ruang lingkup Peraturan Bupati Pacitan in i adalah: 
1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Mil ik Daerah yang terdiri 

dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum. 
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Mil ik Pemerintah. 
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BAB II 
SISTEM AKUNTANSI ANGGARAN 

A. UMUM 
Anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi anggaran antara lain 
adalah: 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 

a. mencatat transaksi/kejadian Anggaran berdasarkan bukt i -bukt i 
transaksi yang sah dan valid ke Buku J u m a l LRA; 

b. melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian anggaran 
ke dalam Buku Besar masing masing akun; 

c. menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 
2. PPKD 

Dalam sistem akuntansi anggaran PPKD bertugas un tuk 
memvalidasi dengan menandatangani DPA/DPPA. 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi anggaran adalah 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran (DPPA) 

D. JURNALSTANDAR 
Pada saat pengesahan anggaran (awal periode anggaran), Fungsi 
Akuntansi PPKD menerima DPA. Berdasarkan DPA tersebut, Fungsi 
Akuntansi PPKD membuat j u m a l pembebanan anggaran sebagai 
berikut: 

Tanggal Nomor 
Bukt i 

Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Estimasi Pendapatan XXX 
XXX Estimasi Perubahan SAL XXX 
XXX Apropriasi Belanja XXX 

Pada saat akhir periode pelaksanaan anggaran, berdasarkan DPA, 
Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l penutup anggaran sebagai 
berikut: 

Tanggal Nomor 
Bukt i 

Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Apropriasi Belanja XXX 
XXX Estimasi Pembahan SAL XXX 
XXX Estimasi Pendapatan XXX 



BAB n i 
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah yang 
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan 
tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. 

2. Klasifikasi 
Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbemya, secara garis besar 
ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: 
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 
b. pendapatan Transfer; dan 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
Klasifikasi pendapatan dan kewenangan pemanfaatan pendapatan 
adalah sebagai berikut: 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Pajak Daerah SKPD (Bapenda) Pendapatan Asli 
Daerah 

Retribusi Daerah SKPD 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan 

SKPD 

Pendapatan Asli 
Daerah 

Lain-lain PAD yang Sah SKPD 
Pendapatan 
Transfer 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat (DAU, 
DAK^ Dana Bagi Hasil Pajak, 
dan Dana Bagi Hasil Sumber 
Daya Alam) 

PPKD Pendapatan 
Transfer 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Lainnya (Dana 
otonomi khusus, Dana 
Penyesuaian) 

PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Bantuan Keuangan PPKD 
Lain-lain 
Pendapata t i Daerah 
yang Sah 

Pendapatan Hibah SKPD/PPKD Lain-lain 
Pendapata t i Daerah 
yang Sah 

Dana Darurat PPKD 

Lain-lain 
Pendapata t i Daerah 
yang Sah 

Pendapatan Lainnya SKPD/PPKD 
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B. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 
SKPD, antara lain: 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, 
PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1) ffleneatat trmisaksi/kejadiaft pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukt i -bukt i transaksi yang sah dan valid ke 
Buku Juma l LRA, Buku Juma l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 
masing masing akun (rincian obyek); dan 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 
keuangmi. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, 
Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD memiliki tugas sebagai berikut: 
1) menerima, mencatat, dan membukukan semua penerimaan 

pendapatan ke dalam buku kas penerimaan; 
2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

"peiidapataii; dan 
3) menyetorkan uang yang diterima ke kas daerah setiap hari 

pada hari kerja 1 x 24 j am dikecualikan untuk kondisi 
geografis tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

c. PA/KPA atau yang diberi kewenangan 
Dalam sistem akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA, 
PA/KPA atau yang diberi kewenangan memiliki tugas sebagai 
berikut: 
1) menand^tangani/mengc&ahkan dokumen mmi ketetapan 

pajak/retribusi daerah dan bukt i transaksi yang sah; dan 
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi SKPD. 
2. Dokumen yang Digunakan 

Dokumen yang digunakan dalam Sistem Akuntansi Pendapatan 
SKPD sebagai berikut: 
a. SKP Daerah; 
b. SKP Daerah Kurang Bayar; 
e. SKP Daerah Nihil; 
d. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah); 
e. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah); 
f. SPPT(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang); 
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j . Keputusan Bupa t i ; 
k. Peraturan Menteri Keuangan (PMK); 
1. Berita Acara; 
m. STS (Surat Tanda Setoran); 
n. TBP (Tanda Bukt i Pembayaran); dan/atau 
o. dokumen yang dipersamakan, antara lain: Keputusan RUPS, 

Surat Perjanjian. 
3. J u m a l Standar 

Peftdap^tau LO diakui pada aaati 
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria in i dikenal juga 

dengan earned; atau 
b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi sudah diterima pembayaran secara tunai 
[realized). 

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 
LRA diakui pada saat: 
a. Diterima di rekening kas bendahara penerimaan; 
b. Diterima di rekening kas daerah; 
c. Diterima entitas lain d i lueir pemerintah daerah yang ditunjuk 

dengan keputusan Bupati. 

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 
pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat 
diklasifikasikan ke dalam beberapa altematif j u m a l standair sebagai 
berikut: 
a. J u m a l Standar untuk Pencatatan Pajak 

1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan adanya 
penetapan [by official) 

Pada saat diterbitkan SKP Daerah, SKPD berhak mengakui 
pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya dari 
wajib pajak. Atas dasar SKP tersebut, Fungsi Akuntansi SKPD 
membuat j u m a l pengakuan pendapatan LO sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
AkUii 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX piutang Pajak XXX 
XXX Pendapatan Pajak...LO XXX 

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam 
SKP Daerah tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukt i 
Pembayaran (TBP). Atas dasar TBP tersebut, Fungsi Akuntansi 
SKPD membuat j u m a l penerimaan pajak sebagai berikut: 

Juma l LO atau Neraca 
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J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX Pendapatan Pajak LRA XXX 

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan 
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 
dilakukan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan 
perhitungan tersebut. 

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari 
wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan 
sendiri oleh wajib pajak (self assessment), Wajib Pajak akan 
menerima TBP. Berdasarkan bukt i tersebut, fungsi akuntansi 
SKPD akan membuat j u m a l penerimaan pajak sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas Daerah XXX 
XXX XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan Pajak.... LRA XXX 

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan 
ditemukan adanya kurang bayar/tambah bayar, SKPD 
menerbitkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah Tambah 
Bayar. Berdasarkan SKP Daerah Kurang Bayar/SKP Daerah 
Tambah Bayar, Fungsi Akuntansi SKPD membuat j u m a l 
pengakuan penambahan pendapatan pajak sebagai berikut; 

Juma l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode AkUii Uraiaii Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Pajak XXX 
XXX Pendapatan Pajak LO XXX 

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan 
ditemukein adanya lebih bayar, SKPD menerbitkan SKP Lebih 
Bayar. Berdasakan SKP lebih bayar tersebut, fungsi akuntansi 
SKPD membuat j u m a l pengakuan pengurangan pendapatan 
pajak sebagai berikut: 
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J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan Pajak LO XXX 

XXX 

Utang Kelebihan 
Pembayaran Pajak / 
Pendapatan Diterima di 
Muka 

XXX 

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan 
di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama 
beberapa periode ke depan. 
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak 
atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, Wajib Pajak 
menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, fungsi akuntansi 
SKPD membuat j u m a l Pajak Diterima Dimuka sebagai berikut: 

JUmai LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akim Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX ECas Daerah XXX 

XXX Pendapatan Diterima di 
Muka 

XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan Pajak LRA XXX 

Pada akhir periode akuntansi (tahunan)/masa pajak (yang 
diterima di muka) berakhir, berdasarkan bukt i memorial yang 
disahkan oleh PA/KPA atau yang diberi kewenangan, fungsi 
akuntansi SKPD membuat j u m a l pengakuan pendapatan LO 
sebagai berikut: 
J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Pendapatan Diterima d i 
Muka 

XXX 

XXX Pendapatan Pajak LO XXX 

fe?3 \ Kabcg • 
Hukun 

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan 
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan 
pembayarannya diterima di muka un tuk memenuhi kewajiban 
selama beberapa periode ke depan. 
Pada saat bendahara penerimaan SKPD/bendahara penerimaan 
pembantu SKPD menerima pembayaran pajak dari wajib pajak 
atas pajak yang dibayar un tuk periode tertentu, bendahara 

kpD/bendahara penerimaan pembantu SKPD 
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J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas Daerah XXX 

XXX Pendapatan Diterima d i 
Muka XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan 
Pajak.„LRA XXX 

Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh SKPD dan ditemukan 
adanya pajak kurang bayar, maka SKPD mengeluarkan SKP 
Daerah kurang bayar. Berdasarkan surat ketetapan tersebut, 
fungsi akuntansi SKPD membuat j u m a l penambahan 
pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan 

XXX XXX XXX 
Pendapatan Diterima 
di Muka 

XXX 

XXX Pendapatan Pajaki»,LO XXX 
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar 

XXX XXX XXX Piutang Pajak XXX 
XXX Pendapatan Pajak...LO XXX 

b. Juma l Standar untuk Pencatatan Retribusi 
1) J u m a l Standar-Eamed 

Pada saat diterbitkan SKR Daerah, SKPD telah berhak 
mengakui pendapatan retribusi, meskipun belum diterima 
pembayarannya Oleh wOjib fetriblisi (earned). Befdasafkaii SKR 
Daerah, PPK SKPD membuat j u m a i pengakuan pendapatan 
retribusi sebagai berikut: 
J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX piutang Retribusi XXX 

XXX 
Pendapatan 
Retribusi....LO 

XXX 
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J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan XXX 

XXX 
Piutang 
Retribusi....LO 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan 
Retribusi...LRA 

XXX 

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan retribusi 
ke Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh 
bank yang ditunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK 
SKPD membuat j u m a l penyetoran pendapatan retribusi sebagai 
berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal 
Nomor 
Bukt i 

Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

2) J u m a l Standar-Realized 
Pada saat wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi, 
wajib retribusi menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK 
SKPD membuat j u m a l pengakuan pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Paraf Hisrarki 
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Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX 
Pendapatan 
Retribusi LO 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

.if Kocrlinrsi XXX 
Pendapatan 
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Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas 
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang 
ditunjuk oleh Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD 
membuat j u m a l penyetoran pendapatan retribusi sebagai 
berikut: 
J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

c. J u m a l Standar untuk Pencatatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan 
Pendapatan Lainnya 
1) J u m a l Standar-Eamed 

Pada saat diterbitkan dokumen antara lain: sertifikat deposito, 
keputusan Bupati, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 
Keputusan RUPS, Surat Perjanjian, Berita Acara, dan dokumen 
yang dipersamakan, meskipun belum diterima pembayarannya 
(eam&dl, PPK SKPD membuat j u m a l pehgakuan pendapatan 
sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Pendapatan XXX 
XXX Pendapatan... .LO XXX 

Pada saat diterima pendapatan yang terdapat dalam dokumen 
sebagaimana tersebut, pihak ketiga menerima TBP/SSPD 
sebagai bukt i telah melakukan pembayaran. Berdasarkan TBP 
tersebut, PPK SKPD membuat j u m a l penerimaan pendapatan 
sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas d i Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX 
Piutang Pendapatan 
....LO 

XXX 

J u m a l LRA 

Sckda 

fcrj 
Kabag 
Haliuni 

Tanggal Nomor Bukt i 
I I T T w \ 

Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

F 

- X X X " XXX Pembahan SAL XXX 

F > PfTf-ikarL; XXX Pendapatan... LRA XXX 

pDTerKalt . 
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Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas 
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang 
ditunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD 
membuat j u m a l penyetoran pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal 
Noiiior 
Bukt i 

Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan XXX 

2) Jumed Standar-Realized 
Pada saat pihak ketiga melakukan pembayaran, pihak ketiga 
menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD 
membuat j u m a l pengakuan pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX Pendapatan LO XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan LRA XXX 

Pada saat Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara 
Penerimaan Pembantu SKPD menyetorkan pendapatan ke Kas 
Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD menerima STS terotorisasi oleh bank yang 
di tunjuk Bupati. Berdasarkan STS tersebut, PPK SKPD 
membuat j u m a l penyetoran pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 

XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

Sakda 

Hu:;iir.a 

^.rV'r-n — 
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Untuk pendapatan yang pembayarannya langsung ke rekening 
Kas Daerah, Bendahara Penerimaan SKPD menerima bukt i 
pembayaran dari pihak ketiga/nota kredit dari Bank sebagai 
bukt i penerimaan pendapatan. Berdasarkan bukt i penerimaan 
pendapatan tersebut, Fungsi akuntansi SKPD membuat j u m a l 
pengakuan pendapatan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RK PPKD XXX 
XXX Pendapatan.... LO XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan LRA XXX 

d. J u m a l Standar untuk Pencatatan Pendapatan Hibah 
Pada saat SKPD menerima hibah, SKPD menerima Berita Acara 
Serah Terima Hibah/Nota Kredit dari Bank dan Fungsi akuntansi 
SKPD membuat j u m a l penerimaan hibah sebagai berikut: 

Juma l LO atau Neraca 

Tanggal N&mor Bukt i 
Kode 
Akun 

ura ian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Kas Daerah/Kas 
Lainnya 

XXX 

XXX XXX XXX Aset XXX 
XXX Pendapatan Hibah....LO XXX 

Apabila berdasarkan Perjanjian/Peraturan tentang Penerimaan 
Hibah SKPD hams mengembalikan Pendapatan Hibah, fungsi 
akuntansi SKPD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit 
Kredi 

t 
XXX XXX XXX Pendapatan Hibah LO XXX 

XXX 
Utang Kelebihan 
Pembayaran Hibah 

XXX 

C. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD 
i . P ihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada 
PPKD antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi Akuntansi 
m Q ^ a n - E P K O ^ a l f l L B U p . 

Psraf Hicrsrici 

fcra 

y Poraf Koorliaaci 
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a. Fungsi Akuntansi PPKD 
Dalam sistem Akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD 
memiliki tugas sebagai berikut; 
1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan 

LRA berdasarkan bukt i -bukt i transaksi yang sah dan valid ke 
Buku J u m a l LRA dan Buku J u m a l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting j uma l - j uma l transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 
masing-masing akun (rineian obyek); 

3) menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Pembahan SAL, Laporan 
Operasional (LO), Laporan Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca, 
Laporan Ams Kas dan Catatan atas Laporan keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan PPKD 
Dalam sistem akuntansi Pendapatan, Bendahara Penerimaan 
PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke 

dalam buku kas penerimaan; 
2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari 

Pendapatan. 
c. PPKD Selaku BUD 

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, PPKD Selaku BUD memiliki 
tugas sebagai berikut: 
1) mengesahkan rekapitulasi penerimaan bulanan dari bendahara 

penerimaan; 
2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 

Fungsi Akuntansi p p k d . 

2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pendapatan 
PPKD adalah sebagai berikut: 
1. Nota Kredit; 
2. Keputusan Bupati; 
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK); dan/atau 
4. Berita Acara. 

3. Juma l Standar 
Pendapatan LO diakui pada saat; 
a. t imbulnya hak atas pendapatan, kriteria in i dikenal juga 

dengan earned; atau 
b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai 
[realizedj. 

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan 
LRA diakui pada saat: 
a. diterima di rekening kas umum Daerah; atau 
b. diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama b u d . 
Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan 
pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat 

^ d ik las i f ikas i lmnjS3Eam beberapa altematif j u m a l standar sebagai 
berikut: 

PD Pomrakarca 

PD TeikElt 

7^ 
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a. Prosedur Pencatatan Pendapatan Transfer dan Dana Darurat 
berdasarkan Kas yang Diterima 
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima dana transfer 
dari pemerintah pusat, maka bank akan mengeluarkan Nota 
Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat j u m a l penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX 
Pendapatan Transfer 
LO/Dana Darurat LO 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan Transfer 
LRA/ Dana Damrat 
LRA 

XXX 

b. Prosedur Pencatatan Kurang Bayar/Salur Penerimaan Dana 
Transfer 
Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan 
Menteri/Keputusan Gubemur tentang Kurang Bayar/Salur Dana 
Transfer, Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l pengakuan 
piutang transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX XXX 

XXX 
Pendapatan Transfer 
LO 

XXX 

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima kurang 
bayar/salur dana transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, maka 
bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan 
dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l 
penerimaan pendapatan transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 
XXX Piutang Transfer XXX 

Paraf Hierartd 

• I'rbr" 4 

Asicf en _ 
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J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan Transfer 
LRA 

XXX 

c. Prosedur Pencatatan Lebih Bayar/Salur Penerimaan Dana 
Transfer 
Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan 
Menteri/Keputusan Gubemur tentang Lebih Bayar/Salur Dana 
Transfer, Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l pengakuan 
piutang transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan Transfer LO XXX 

XXX 

Utang Kelebihan 
Pembayaran Transfer / 
Pendapatan Diterima Di 
Muka 

XXX 

d. Prosedur Pencatatan Penerimaan Dana Transfer Bukan 
Pendapatan LO 
Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud 
bukan mempakan hak Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk 
memanfaatkannya untuk operasional pemenntahan yang menjadi 
tugas dan fungsinya. Dana yang masuk dalam kategori in i yaitu 
Dana Desa. Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak 
mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan. Hal in i 
dikatehakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk 
memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten Pacitan 
sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Pada saat 
Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima Dana Desa dari 
pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan 
Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi 
PPKD membuat j u m a l penerimaan pendapatan transfer sebagai 
berikut: 

J u m a l LO Atau Neraea 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

XXX 
Utang Transfer (ke 
Desa) 

XXX 

Paraf Hiersrid 

H 

Pcraf Koordinasi 
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J u m a i LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan Transfer 
LRA 

XXX 

e. Prosedur Pencatatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah (Pendapatan Hibah) 
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan/entitas Iain di luar 
pemerintah daerah atas nama BUD menerima dokumen hibah, 
fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai berikut: 

Juma l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Kas Daerah/Kas 
Lainnya 

XXX 

XXX Pendapatan Hibah LO XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan Hibah LRA XXX 

Apabila berdasarkan Perjanjian/Peraturan tentang Penerimaan 
Hibah Pemerintah Kabupaten Pacitan/entitas lain d i luar 
pemerintah daerah atas nama BUD hams mengembalikan 
Pendapatan Hibah, fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l 
sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan Hibah LO XXX 

XXX 
Utang Kelebihan 
Pembayaran Hibah 

XXX 



BAB IV 
SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban. 

b. Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

2. Klasifikasi 
Klasifikasi beban dalam LO berdasarkan PSAP Nomor. 12 Peraturan 
Pemerintah 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut: 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Beban Operasi Beban Pegawai SKPD Beban Operasi 

Beban Barang dan/atau Jasa SKPD 
Beban Operasi 

Beban Bunga PPKD 

Beban Operasi 

Beban Subsidi PPKD 

Beban Operasi 

Bebem Hibah PPKD*/SKPD** 

Beban Operasi 

Beban Bantuan Sosial PPKD***/ 
SKPD**** 

Beban Operasi 

Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

SKPD 

Beban Operasi 

Beban Penyisihan Piutang SKPD 

Beban Operasi 

Beban Lain-Lain SKPD/PPKD 
Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

Beban Transfer Bagi Hasil 
Pajak Daerah 

PPKD Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

Beban Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan Lainnya 

PPKD 

Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

Beban Transfer Bantuan 
Keuangan ke Pemerintah 
Daerah Lainnya 

PPKD 

Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

Beban Transfer Bantuan 
Keuangan ke Desa 

PPKD 

Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

Beban TVansfer Bantuan 
Keuangan ke Partai Politik 

PPKD 

Beban Transfer 

Defisit Non 
Operasional 

SKPD/PPKD 

Beban Luar Biasa PPKD 

*** 

Hibah uang 
Hibah barang dan/ atau jasa 
BantuaruSpsialJUang 

Parsf Hioradd t 
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Klasifikasi belanja dalam format APBD berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebegaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 21 Tahun 2011 : 

Kelompok Belanja Kewenangan 
Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Pegawai SKPD Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Bunga PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Subsidi 
ml 

PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Hibah PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Bantuan Sosial PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belania Bagi Hasil Kepada 
Provinsi dan Desa : 

PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Bantuan; Keuangan 
Kepada Provinsi, Desa, dan 
Partai Politik 

PPKD 

Belanja Tidak 
Langsung 

Belanja Hdak Terduga PPKD 
Belanja Langsung Belanja Pegawai SKPD 

Belanja Barang; dan/atau 
Jasa 

SKPD 

Belanja Modal SKPD 

Klasifikasi belanja dalam LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan 
atas belanja tersebut: 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD Belanja Operasi 

Belanja Barang SKPD 
Belanja Operasi 

Bunga PPKD 

Belanja Operasi 

Subsidi PPKD 

Belanja Operasi 

Hibah* PPKD 

Belanja Operasi 

Bantuan Sosial** PPKD 
Belanja Modal Belanja Tanah SKPD Belanja Modal 

Belanja Peralatan dan Mesin SKPD 
Belanja Modal 

Belanja Gedung dan 
Bangunan 

SKPD 

Belanja Modal 

Belanja Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan 

SKPD 

Belanja Modal 

Belanja Aset Tetap Lainnya SKPD 

Belanja Modal 

Belanja Aset Lainnya SKPD 
Belanja Tak 
Terduga 

Belanja Tak Terduga PPKD 

* Hibah berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan 
hibah barang dan/atau jasa merupakan kewenangan SKPD. 

** Bantuaii--Sosial-berupa uang merupakan kewenangan PPKD, 
sedangkarPbantiJaS barang merupakan kewenangan SKPD. 



B. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI SKPD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan belanja 
antara Iain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan 
Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD. 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, PPK SKPD memiliki 
lUga& gebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan 

bukt i -bukt i transaksi yang sah dan valid ke Buku J u m a l 
LRA dan Buku Juma l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian beban 
dan belanja ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian 
obyek); 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, 
LapdfAh PerUbahan Ekuitas (LPE), dan catatan atas Lapatan 
KeuEingan. 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi beban: dan belanja, Bendahara 
Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD 
memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum SKPD; 
2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam akuntansi beban LO berdasarkan 
PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah i Nomor 71 Tahun 2010: 
a. Daftar Gaji; 
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 
c. Berita Acara Serah Terima (BAST); 
d. Bukt i Memorial; dan/atau 
e. Dokumen yang dipersamakan. 

Dokumen yang digunakan dalam akuntansi belanja untuk format 
APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011: 
a. Keputusan Bupati; 
b. SP2D; 
c. Daftar Honor; 
d. Berita Acara Serah Terima (BAST); dan/atau 
e. Dokumen yang dipersamakan 
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Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi belanja LRA 
berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010: 
a. Daftar Gaji; 
b. BAST; 
c. Keputusan Bupati; 
d. Sertifikat; 
e. SP2D; dan/atau 
f. dokumen yang dipersamakan. 

. J u m a l Standar 
a. Beban dan Belanja Pegawai 

Pada saat pembayaran beban dan belanja pegawai melalui 
mekanisme LS, Bendahara Pengeluaran SKPD menerima SP2D LS. 
Berdasarkan SP2D tersebut, PPK SKPD membuat j u m a l sebagai 
berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX B e b ^ Pegawai XXX 
XXX RK PPKD XXX 

J u m a i L R A 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Pegawai XXX 
XXX Pembahan s a l XXX 

Pada saat beban dan belanja pegawai yang pembayarannya 
melalui mekanisme Ganti Uang (GU)/Tambahan Uang (TU) dan 
pembayaran ke masing-masing PNSD dilakukan oleh Bendahara 
Pengeluaran, atas SP2D tersebut PPK SKPD membuat j u m a l 
sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Pegawai XXX 

XXX 
Kas Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Pegawai XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

Paraf Kccrdir̂ -ci 
— r - r 



b. Beban dan Belanja Barang dan/atau Jasa 
Pembelian barang dan/atau jasa menggunakan pendekatan 
beban. Metode pendekatan beban dirnana setiap pembelian barang 
dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban j i k a pembelian barang 
dan jasa i tu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera 
mungkin. 
1) Beban dan Belanja Barang dan/atau Jasa berupa Barang 

Persediaan 
Pada saat pembeiimi batang d ^ / a t a u jasa bempa persediaan 
bahan pakai habis dan persediaan bahan/material yang belum 
dilakukan pembayaran dan barang dan/atau jasa yang dibeli 
telah diterima dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) 
dari Penyedia Barang dan/atau Jasa, berdasarkan BAST 
tersebut, PPK SKPD membuat j u m a l sebagai berikut: 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
AkUn 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Barang dan/atau 
Jasa (Beban Persediaan) XXX 

XXX Utang Belanja... XXX 

Jika kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme 
SP2D LS, maka berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja... XXX 
XXX RK PPKD XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja 
Jasa 

3arang dan/atau 
XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

Atau j i k a kemudian dilakukan pembayaran melalui 
mekanisme SP2D UP/GU/TU, maka berdasarkan SP2D dan 
SPJ beban/belanja tersebut PPK SKPD membuat j u m a l sebagai 

Schda 4 
fen 
Kabag 

berikut: 
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J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Barang dan/atau 
Jasa (Beban Persediaan) 

XXX 

XXX 
Kas 
Pengel 

di Bendahara 
laran 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja E 
Jasa 

iarang dan/atau 
XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

Selanjutnya apabila perhitungan persediaan menggunakan 
metode periodik, maka fungsi akuntansi melakukan 
penghitungan fisik {stock opname) terhadap barang yang dibeli 
dan belum digunakan. Berdasarkan berita acara stock opname 
tersebut, PPK SKPD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan ... XXX 

XXX 
Beban Barang dan/atau 
Jasa (Beban Persediaan) 

XXX 

2) Beban dan Belanja Barang dan/atau Jasa bempa selain Barang 
Persediaan 
Pada saat pembelian barang dan/atau jasa yang 
pembayarannya melalui mekanisme SP2D LS, maka 
berdasarkan SP2D tersebut PPK SKPD membuat j u m a l sebagai 
berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Be 
Jasa 

irang dan/atau 
XXX 

XXX RK PPKD XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX—1 XXX 
Belanja E 
Jasa 

larang dan/atau 
XXX 

[Is, 
PC 

XXX Pembahan SAL XXX 
[Is, 

PC 
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Atau j i k a kemudian dilakukan pembayaran melalui 
mekanisme SP2D UP/GU/TU, maka berdasarkan SP2D dan 
SPJ beban/belanja tersebut PPK SKPD membuat j u m a l sebagai 
berikut: 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Bi 

Jasa 
arang dan/atau 

XXX 

XXX 
Kas 
Pengel 

d i Bendahara 
uaran XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja Barang dan/atau 
Jasa 1 XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi 
Beban Penyusutan dan amortisasi aiialah alokasi yang sistematis 
atas flllai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable oseeis) 
selama masa manfaat asset yang bersangkutan. Adanya bukt i 
memorial/dokumen yang dipersamakan atas penghitungan 
penyusutan dan amortisasi aset tetap, PPK SKPD membuat j u m a l 
sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Penyusutan .... XXX 

XXX 
Akumi ilasi Penyusutan 

XXX 

d. Beban Penyisihan Piutang 
Beban penyisihan piutang adalah taksiran ni lai piutang yang tidak 
dapat diterima pembayarannya d i masa yang akan datang dari 
seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas Iain. Adanya bukt i 
memorial/dokumen yang dipersamakan atas penyisihan piutang, 
PPK SKPD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

£dda -/ 
fees I 
Kabag 
llakuci 

I 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Pe myisihan Piutang 

XXX 

-1 XXX Penyisihan Piutang.... XXX 
— t . - — ^ 
A-'-.fnn ~x=z V 
PD Pcmralssraa / 
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akuntansi beban dan belanja 

dan belanja, Bendahara 

Aibr,P-jl 

- 4 Kabag 

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem 
adalah Fungsi Akuntansi PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD. 
a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi beban dan belanja, fungsi akuntansi 
PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian beban dan belanja berdasarkan 

bukt i -bukt i transaksi yang sah dan valid ka Buku J u m a l 
LRA dan Buku J u m a l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 
masing-masing akun (rincian obyek); 

3) menjoisun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), 
Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan 
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuahgan. 

b. Bendahara Pengeluaran PPKD 
Dalam sistem akuntansi beban 
Pengeluaran PPKD, memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan 

belanja ke dalam buku kas umum PPKD. 
2) membuat SPJ atas beban dan belanja. 

2. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beban u n t u k 
LO b e f d a ^ k ^ PSAP Nomcr 12 Peraturan Pemerintah Namar 71 
Tahun 2010: 
a. Nota Debit; 
b. SP2D; 
c. Keputusan Bupati; 
d. NPHD; 
e. Bukt i Memorial; dan/atau 
f. dokumen yang dipersamakan. 

Dakumen yang digunakan dalam sistem akuntansi beianja untuk 
format APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011: 
a. Nota Debit; 
b. SP2D; 
c. Surat Keputusan Bupati; 
d. NPHD; dan/atau 
e. Dokumen yang dipersamakan. 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi belanja untuk 
LRA berdasarkan PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 
Tahun 2010: 

<_a Nota.Debit; 
- b — s p i 2 b r ^ -
- c~kepu tusan 

I 
Bijpati 
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d. NPHD; dan/atau 
e. Dokumen yang dipersamakan. 

3. J u m a l Standar 
a. Beban/Belanja Bunga 

Pemerintah Kabupaten Pacitan menandatangani Perjanjian Utang 
dengan pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut 
akan t imbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan nota debit 
maka fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Bunga XXX 
XXX Utang Bunga XXX 

Paraf Hiorcrki 

SaWa 

L 

Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pembayaran bunga 
dengan mekanisme SP2D LS berdasarkan pembayaran SP2D LS 
maka fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dalam j u m a l 
standar: 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Bunga XXX 
XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Bunga XXX 
XXX Perubahan SAL XXX 

b. Beban/Belanja Subsidi 
Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan 
Bupati/Perjanjian/dokumen yang dipersamakan tentang 
pemberian subsidi kepada entitas lain. Berdasarkan Keputusan 
Bupati/Perjanjian/dokumen yang dipersamakan, fungsi 
akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX peban Subsidi XXX 
XXX Utang Belanja Subsidi XXX 

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pencairan 
subsidi dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan 
J^pada_yang_bcrhak menerima subsidi. Berdasarkan SP2D LS 

—tersebiit-Juhgsi-akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai berikut: 

PD Pcmrakaaa 
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Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX utang Belanja Subsidi XXX 
XXX Kas di|Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Subsidi XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

c. Beban/Belanja Hibah 
Pemerintah Kabupaten Pacitan menerbitkan Surat Keputusan 
Bupati/Perjanjian/dokumen tentang nama-nama penerima hibah 
daerah dan telah menandatangani NPHD/dokumen yang 
dipersamakan tentang pemberian hibah kepada kelompok 
masyarakat. 

Setelah i tu kemudian Pemerintah Daerah melakukan pencairan 
bantuan hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan 
penyerahan kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk 
uang. Berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi PPKD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Hibah XXX 
XXX Kas Di Kas Daerah XXX 

Juma l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belamja Hibah XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

d. Beban/Belanja Bantuan Sosial 
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Keputusan Bupati 
tentang Penerima Bantuan Sosial Bempa Uang serta 
menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan sosial 
dengan penerima bantuan sosial. 
Kemudian Pemerintah Daerah me 
sosial dengan diterbitkan SP2D LS 
kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk 
uang. Berdasarkan SP2D tersebut maka fungsi akuntansi PPKD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

akukan pencairan bantuan 
dan dilakukan pembayaran 

Sahda 

teg 
Kdun 

pDTsrkaU , 

2 6 



J u m a l LO dan Neraca 

Parsf HierarVJ 

fe-A-.Fial 

K3b33 
P.'Jvjni I 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Bantuan Sosial XXX 
XXX Kas Di Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Bantuan Sosial XXX 
XXX Perubahan SAL XXX 

e. Beban/Belanja Transfer Bantuan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Keputusan Bupati 
tentang bantuan keuangan. 
Kemudian Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pencairan 
dana bantuan keuangan dengan 
dilakukan pembayaran kepada 
Berdasarkan SP2D tersebut fungsi 
j u m a l sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 

diterbitkan SP2D LS dan 
yang berhak menerima. 
akuntansi PPKD membuat 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Transfer Bantuan 
Keuangan 

XXX 

XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

Juma l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Transfer Bantuan 
Keuangan 

XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

Pi,raf Knnrriinssi 

Asis'.cn )> 
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BABV 
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER 

2. 

PsrafHicrancj / 

Sckda 

feda-.fc.l 

Kcbcg 
HuF.un 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu 
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 
dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan 
Iain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah 
Pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi. 

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan 
ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan 
oleh pemerintah pusat dan dana 
daerah serta bantuan keuangan. 

Klasifikasi 
Pehdapatmi diklasifikasikan seperti berikut: 

bagi hasil oleh pemerintah 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Pendapatan 
Transfer 

Transfer Pemerinta 
Perimbangan 

h Pusat-Danq PPKD Pendapatan 
Transfer 

Dana Bagi Hasil Pajak PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Dana Alokasi Umum PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Dana Alokasi Khusus PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Transfer Pemerintah| Pusat Lainnya PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Dana Penyesuaian } PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Transfer Pemerintah Provinsi PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya PPKD 

Pendapatan 
Transfer 

Bantuan Keuangan | PPKD 
Beban Transfer Beban Transfer 

Pendapatan Lainnya 
Bagi Hasil PPKD Beban Transfer 

Beban Transfer Bantuan Keuangan 
ke Pemerintah Daerah lainnya 

PPKD 

Beban Transfer 

Beban Transfer Ban 
ke Desa 

:uan Keuangan PPKD 

Beban Transfer 

Beban Transfer Ban 
Lainnya 

:uan Keuangan 
PPKD 

Beban Transfer 

Transfer/Bagi Hasil 
atau ke Desa 

ke Kabupaten PPKD 

Beban Transfer 

Bagi Hasil Pajak | PPKD 

Beban Transfer 

Bagi Hasil Retribusi | PPKD 

Beban Transfer 

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD 

2 8 



2. 

B. SISTEM AKUNTANSI TRANSFER DI PPKD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk 
dan transfer keluar antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara 
Penerimaan PPKD dan Bendahara Pengeluaran PPKD. 
a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi transfer, fungsi akuntansi PPKD memiliki 
tugas sebagai berikut: 
1) ffleneatat transakgi/kejadlan 

bukt i transaksi yang sah dan valid ke Buku Juma l LRA dan 
Buku Juma l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 
masing-masing akun (rincian obyek); 

trangfer berdagarkan bukt i -

3) 

£cV*d3 

fe:a 
,te3 
H.LkLira 

yang terdiri dari Laporan menjoisun Laporan Keuangan, 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporain 
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Ncfaea dan catatan atag Laporan Keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan PPKD 
Dalam sistem akuntansi transfer, Bendahara Penerimaan PPKD 
memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku 

Penerimaan PPKD; 
2) membuat SPJ penerimaan. 

c. Bendahara Pengeluaran PPKD 
Dalam sistem akuntansi transfer, Bendahara Pengeluaran PPKD 
meffiiliki tugag gebagai bcrikuti 
1) mencatat dan membukukan semua transfer ke dalam buku 

Pengeluaran PPKD; 
2) membuat SPJ pengeluaran. 

Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi transfer adalah: 
a. Perpres; dan/atau 
b. PMK; dan/atau 
e. Keputuggn Bupgti; dan/atAU 
d. dokumen yang dipersamakan antara lain : Perjanjian dan Berita 

Acara. 

Juma l Standar 
a. Transfer Masuk 

1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi 
Daya Alam (SDA) dari Pemerintah Pusat/Provinsi 
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima pencairan 
dana trangfer berupa Dana Bagi Hagil pajak dan Bagi Hagil 
Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) dengan bukt i 
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 
Pemerintah _ Pusat/Pemerintah Provinsi atas PMK/Perpres/ 
Surat-Pemberitahuan/Keputusan Bupati atau dokumen yang 

Ac:i3t^dipersamakan,-fungsi akuntansi P 
f ^ ^ P ^ l^be^^ 

FQTcrioit 
29 
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J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal 

XXX 

Nomor Bukt i 

XXX 

Kode 
Akun 
XXX 

XXX 

Uraian 

Kas di Kas Daerah 
Pendapatan Transfer 
LO -Pendapatan 
Transfer Pemerintah 
Pusat^ Provinsi-Dana 
Bagi Hasil Pajak / 
Dana 
Bukan 

Bagi Hasil 
Pajak/ Lainnya 

Debit 

XXX 

Kredit 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 

Tanggal Nomor Bukt i 
Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
Pendapata n Transfer 
LO -Pendapata r i 
Transfer Pemerinta h 

XXX Pusat/Provinsi-Dana XXX 
Bagi Hasil Pajak / 
Dana Bagi Ha&Il 
Bukan Pajak/Lainnya 

Pacitan menerima pencairan 
2) Dana Alokasi Umum (DAU) 

Pada saat Pemerintah Kabupaten 
dana transfer bempa dana alokasi umum dengan bukt i 
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 
Pemerintah Pusat atas PMK / Perpres/dokumen yang 
dipersamakan, maka fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l 
sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

XXX 
Dana I 
LO 

Vlokasi Umum -
XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Dana ) 
LRA 

dokasi Umum-
XXX 

Paraf Hiar 

- V Kabcg 

p.M,̂ ;i<â :. ;..ya ... 
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Pacitan menerima pencairan 
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Pada saat Pemerintah Kabupaten 
dana transfer berupa dana alokasi khusus dengan bukt i 
pemindahbukuan/nota kredit dari Bank atas pencairan dari 
Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres/dokumen yang 
dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai 
berikut: 

Juma i LO dan Neraea 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX ECas di Kas Daerah XXX 

XXX 
Dana 
LO 

Alokasi Khusus -
XXX 

Juma l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 
Dana 
LRA 

\lokasi Khusus -
XXX 

Pacitan menerima pencairan 
damrat dengan bukt i 

bank yang ditunjuk oleh 

4) Dana Damrat 
Pada saat Pemerintah Kabupaten 
dana transfer bempa dana 
pemindahbukuan/nota kredit 
Pemerintah Daerah atas pencairan dari Pemerintah Pusat/ 
Pemerintah Daerah lainnya atas PMK/Perpres/ Keputusan 
Bupati/Dokumen yang dipersamakan, fungsi akuntansi PPKD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Dana Damrat-LO XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Dana Damrat-LRA XXX 

Faraf l'.fercr>;i y 

fe.;':ife.3S 

Parat K r n ! ^ 

Ar-rvn. = 1 -
FD Pcnr,ra;<3rs3 
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5) Kurang Bayar/Salur Penerimaan Dana Transfer 
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima Surat 
Pemberitahuan/PMK (Kurang Bayar) dari Pemerintah Pusat 
dan/atau Surat Pemberitahuan/Keputusan Bupati (Kurang 
Bayar) dari Pemerintah Provinsi terkait ketetapan jumlah dana 
transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten 
Pacitan, maka berdasarkan ketetapan tersebut, fungsi 
akuntansi PPKD akan membuat j u m a l pengakuan pendapatan 
transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang Transfer.... XXX 

XXX 
Penda] 
LO 

pa tan Transfer 
XXX 

Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima dana 
transfer atas PMK Kurang Bayar dari Pemerintah Pusat, Surat 
Pemberitahuan/Keputusan Bupati atau dokumen yang 
dipersamakan maka bank yang d i tunjuk oleh pemerintah 
daersih akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen 
tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD jmembuat j u m a l penerimaan 
pendapatan transfer sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Piutang Transfer XXX 

Juma l U^A 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 
Pendap 
LRA 

atan Transfer 
XXX 

6) Lebih Bayar/Salur Penerimaan Dana Transfer 
Pada saat PPKD menerima Peraturan Presiden/Keputusan 
Menteri/Keputusan Bupati dari Pemerintah Pfovlnsl tentang 
Lebih Bayar/Salur Dana Transfer, Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat j u m a l pengakuan piutang transfer sebagai berikut: 
Juma l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan Transfer LO XXX 
— 

XXX 

Utang 
Pembaj 
Pendap 
Muka 

Kelebihan 
aran Transfer/ 
atan Diterima Di 

XXX 
f irJKccrdinasi 

— 

XXX 

Utang 
Pembaj 
Pendap 
Muka 

Kelebihan 
aran Transfer/ 
atan Diterima Di 

XXX Ar.itfcn V XXX 

Utang 
Pembaj 
Pendap 
Muka 

Kelebihan 
aran Transfer/ 
atan Diterima Di 

XXX 
FD Pcmrc! 

XXX 

Utang 
Pembaj 
Pendap 
Muka 

XXX 



dapat terjadi dana dimaksud 

7) Prosedur Pencatatan Penerimaan Dana Transfer Bukan 
Pendapatan LO 
Pada jenis dana transfer tertentu, 
bukan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk 
memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan yang 
menjadi tugas dan fungsinya. Dana yang masuk dalam kategori 
in i yaitu Dana Desa. Pada Dana Desa, pemerintah 
kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai 
pendapatan. Hai in i dikarenakanj dana dimaksud merupakan 
hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah 
kabupaten/kota sebagai penarnpung sementara sebelum 
disalurkan. Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima 
Dana Desa dari pemerintah pusat j maka bank kas daerah akan 
mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan dokumen tersebut, 
Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l penerimaan 
pendapatan transfer sebagai berikut: 

Juma i LO Atau Neraea 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX 
Utang 
(ke Dej 

TYansfer 
ja) 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendap 
LRA 

>atan Transfer 
XXX 

b. Transfer Keluar 
1) Beban/Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan 

Pemerintah Kabupaten Pacitan mengeluarkan Keputusan 
Bupati tentang Bagi Hasil Pendapatan/dokumen yang 
dipersamakan tentang bagi hasil pendapatan. Berdasarkan 
Surat Keputusan Bupati tersebut, fungsi akuntansi PPKD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a i LO atau Neraea 

Tanggal 

XXX 

Nomor Bukt i 

XXX 

Kode 
Akun 

XXX 

XXX 

Uraian 

Beban Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan ... 

Utang Transfer Bagi 
Hasi l . . . 

Debit 

XXX 

Kredit 

XXX 

Parsf Hisrcrki^l/' 

:akd3 T 
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Jika kemudian Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan 
pencairan Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan diterbitkan 
SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak 
menerima, maka berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi 
PPKD membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akl ih 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Utang Tn 
Hasil... 

insfer Bagi 
XXX 

XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan ... 

XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

2) Beban/Belanja Transfer Bantuan Keuangan 
pomerintah Kabupaten Paeltan ffiengeluarkan surat Keputu&an 
Bupati/Surat Persetujuan Pemberian Bantuan 
Keuangan/dokumen yang dipersamakan tentang bantuan 
keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya/ke Desa/Lainnya. 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Bantuan 
Keuangan, fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l sebagai 
berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Transfer Bantuan 
Keuangan ... 

XXX 

XXX 
Utang 
Keuan 

Transfer Bantuan 
^an... 

XXX 

Jika kemudian Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan 
pencairan dana bantuan keuangan dengan diterbitkan SP2D LS 
dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima, 
maka berdasarkan SP2D tersebut fungsi akuntansi PPKD 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Parsf Wlortfa 
SSt3 

fe:'. 
Katag 
Hukurfi 

Kode 
Akun 

XXX 

XXX 

Uraian 

Utang Transfer Bantuan 
Keuangan... 

Kas di Kas Daerah 

Debit 

XXX 

Kredit 

XXX 
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J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja Transfer Bantuan 
Keuangan ... 

XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 



BAB VI 
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

A. UMUM 
1. Definisi 

Pembiayaan {financing] adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang 
tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar 
kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
bersahgkutaft maupun tahun-tahun anggar^ berikutnya, yang 
dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 
menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

2. Klasifikasi 
Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 
a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening kas 

umum Daerah antara lain berasalj dari penerimaan pinjaman, 
penjualan obligasl pemerintah, hasll privatisasi perusahaan 
daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada 
pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan 
pencairan dana cadangan. 

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening kas 
umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak 
ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok 

anggaran tertentu, dan pinjaman dalam periode tahun 
pembentukan dana cadangan. 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan 

dan BUD/Kuasa BUD. antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, PPKD, 
1. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada 
PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 
a. mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan 

bukt i -bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
mempostlttg juma l - juma l tran&aksiykojadlan investasi ke dalam 
Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), 
Laporan Operasional (LO), Laporan Pembahan Ekuitas (LPE), 
Laporan Ams Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

2. PPKD 
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas 

b. 

c. 

menyiapkan laporan keuangan 
diserahkan kepada BPK. 

Pemerintah Daerah sebelum 



3. BUD/Kuasa BUD 
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD/Kuasa BUD melakukan 
fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD/Kuasa BUD memiliki tugas 
menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh 
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD. 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembiayaan 
antAT^ lain: 
1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan; 
2. Naskah Perjanjian; 
3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum 

daerah; 
4. Nota Kredit; dan/atau 
5. Dokumen yang dipersamakan, 

D. JURNAL STANDAR 
Pada dasamya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut 
adalah j u m a l s t a n d i pengakuan penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban yang 
dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD, sebagai berikut: 

Paraf Hicrarta 

No. 

1 Saat 
penerimaan 
pembiayaan 

Saat 
pembayaran 
investasi 

Transaksi 

Kas di Kas Daerah 

investasi Non 
Permanen / Permanen 

Pengeluaran Pembiayaan. 

Saat 
pembayaran 
bunga 
kewajiban 

Beban Bunga 

Saat pelunasan 
kewajiban 

Saat 
reklasifikasi 

Psraf Koordirv:' 

--ten, 

PENCATATAN OLEH FUNGSI AKUNTANSI PPKD 
Uraian 

Kewajiban Jangka 
Piutang... jinvestasi 
Panjang... 

Panjang, 
Jangka 

Pembahan SAL 
Penerimaan Pembiyaan. 

Kas di Kas Daerah 

Pembahan SAL 

Kas di Kas Daerah 
Belanja Bunga 

Pembahan SAL 

Kewajiban Jangka 
Panjang/Bagian Lancar 
Kewajiban Jangka Panjang 

Kas di Kas Daerah 
Pengeluaran Pembiayaan. 

Pembahan SAL 
Kewajiban Jangka Panjang 

Bagian Lancar 
J a n g k a Panjang 

Kewajiban 

}, Pengeluaran Pembiayaani;i 
Pembahan SAL 

Debit 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Kredit 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

pDTc.-b.c;*. 
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BAB VII 
SISTEM AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS 

Paraf Hlsrsrki 

Sckda 

t'.-3 I 
k'cbrg 

. 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di 
bank yang setiap saat dapat digunakan un tuk membiayai 
kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang 
gangat l ikuid dan slap dieairkan menjadi kas gena bebas dari 
risiko perubahan nilai yang signifikan. 
Kas meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, 
saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau 
digunakan untuk melakukan pembayaran. 
Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 
berupa pajak pemerintah pusai seperti PPN dan Pajak 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 , luran Bapertarum dan iuran wajib 
pegawai lainnya yang harus disetorkan ke kas negara atau pihak 
lainnya yang berhak (diklasifikasilcan dalam Kewajiban Jangka 
Pendek). 

b. 

c. 

daerah mencakup kas yang 
2. Klasifikasi 

Kas dan setara kas pada pemerintah 
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab BUD/Kuasa BUD 
dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain 
bendahara umum daereih, misalnya bendahara pengeluaran dan 
bendahara penerimaan. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di 
bawnh tanggung jawab BUD/Kua&a B u b terdiri dari: 
a. saldo akun kas daerah, yaitu saldoj akun-akun pada bank yang 

ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan 
pengeluaran. 

b. setara kas, antara Iain berupa surat utang negara 
(SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola 
oleh bendahara umum daerah. 

Pcraf KccrcJiciani 

Asision 
PD Pcnrabrca 

> i 
rDTa,::,a:;t 
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Kelompok Jenis 1 
Kas Kas di Kas Daerah Kas 

Kas di Kas Daerah PPKD 
Kas 

Kas Transitoris* ) QVDTI /POVT1 

Kas 

Kas Lainnya | QVPn /PPT/n 
olvrU / ririSU 

Kas 

Kas di Bendahara 
Penerimaan 

Kas 

Pendapatan yang Belum Disetor bKrD/ r r K U 

Kas 

Uang Titipan** i oKrD/rrJvD 

Kas 

Kas di Bendahara 
Peneeiuaran 

Kas 

Sisa Pengisian Kas SKPD/PPKD 

Kas 

Pajak di SKPD yang Belum SKPD 

Kas 

Uang Titipan SKPD/PPKD 

Kas 

Kas diBLUD 

Kas 

Kas Tunai BLUD | SKPD 

Kas 

Kas di Bank BLUD | SKPD 

Kas 

Pajak yang Belum Disetor BLUD SKPD 
Uang Muka Pasien RSUD/BLUD SKPD 
Uang Titipan BLUD | 

Setara Kas Deposito (kurang dari 3 biilan) PPKD 
Surat Utang Negara 
fkurane dari 3 bulanl 

/Obligasi PPKD 

* misalnya PFK 
** misalnya Jaminan 

PIHAK-PIHAK TERKAIT 
1. Sistem Akuntansi Kas di SKPD 

Pihaik-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas 
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK 
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD; Bendahara Pengeluaran SKPD; Bendahara 
Pengeluaran Pembantu SKPD, dan PA/KPA. 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD 
melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai 
berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian kas 

bukt i -bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) memposting juma l - juma l tran&aksi/kejadimi kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

dan setara kas berdasarkan 



2. 

Parsf Hicrarf'J 

fe±r.Fa^l 

b. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD 
Dalam sistem cikuntansi kas dan setara kas, Bendahara 
Penerimaan SKPD/Bendahara Pembantu SKPD memiliki tugas 
menyiapkan dan menyampaikan| dokumen-dokumen atas 
transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem 
akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. Adapun tugas 
Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD menyiapkan dan 
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi sistem 
akuntansi kas dan setara kas ke Bendahara Penerimaan SKPD. 

c. Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran 
Pembantu SKPD 
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 
Pengeluaran S KPD memiliki tugas menyiapkan dan 
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait 
dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara Kas 
ke PPK SKPD. Adapun tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 
transaksi sistem akuntansi kas dan setara kas ke Bendahara 
Pengeluaran SKPD. 

d. PA/KPA 
Dalam sistem akuntansi Kas dan Setiara Kas, Pengguna Anggaran 
memiliki tugas: 
1) menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 
fungsi akuntansi PPKD. 

2) menandatangani surat pemyataan tanggung jawab Pengguna 
Anggaran. 

Sistem Akuntansi Kas di PPKD 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas 
pada PPKD antara lain Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara 
Penerimaan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD, dan PPKD. 
a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, fungsi akuntansi 
PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan 

bukt i -bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian kas dan setara 

kas ke dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA),-Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan 
Laporan Ams Kas (LAK), Neraca 
Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Penerimaan PPKD 
Dalam sistem akuntansi kas dan 

Pembahan Ekuitas (LPE), 
dan Catatan atas Laporan 

setara kas, Bendahara 
Penerimaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan 
dokuinenrdokumen-atas transaksi penerimaan yang terksiit 

-deng^-prosesmejaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas 
/kefungsrakuhtaiisrPPKD. 

FD Terkait 

4 0 



c. Bendahara Pengeluaran PPKD 
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara 

tugas menyiapkan dan 
atas transaksi pengeluaran 

Pengeluaran PPKD memiliki 
menyampaikan dokumen-dokumen 
yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan 
setara kas ke fungsi akuntansi PPKD 

d. PPKD 
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas: 
1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 
Fungsi Akuntansi PPKD. 

2) menandatangani surat pemyataan tanggung jawab PPKD. 

DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas 
pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan kas 
dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, 
Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. 

D. JURNAL STANDAR 
J u m a l standar terkait kas dan setara kas pada SKPD maupun PPKD 
mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem 
akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan 
Ekuitas. J ika kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat di sisi 
"debit**, sedangkan j i ka kas dan setara kas berkurang akan dicatat di 
sisi "kredit**. 

Juma l Standar-Kas dan Setara Kas Saat Bertambah 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian 
i 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas dan Setara Kas XXX 

XXX 
Pendapata n-LO /Aset/ 
Kewajibam / Ekuitas 

XXX 

J u m a l Standar-Kas dan Setara Kas Saat Be 
J u m a l LO dan Neraca 

rkurang 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban/Ase 
Ekuitas 

:/Kewajiban/ 
XXX 

XXX Kas dan Setara Kas XXX 

Juma l Standar-Penerimaan UP/GU di SKPD 
1. Pencatatan di SKPD 

Juma l LO dan Neraca 

Nomor Bukt i 

PD Ycrkc:t 

Kode 
-Akun 

.XXX 

Uraian 

Kas Bendahara 
Pengeluaran 

RK PPKD 

Debit 

XXX 

Kredit 

XXX 
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2. Pencatatan di PPKD 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX RKSKPD 1 XXX 
XXX Kas di Kas Daerah XXX 

J u m a l Standar- Penerimaan UP/GU d i PPK 

J u m a l LO dan Neraca 

D 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 



BAB VIII 
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG 

L UMUM 
1. 

2. 

Definisi 
a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Kabupaten Pacitan dan/atau hak Pemerintah 
Kabupaten Pacitan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau akibat lainnya yang sah. 

b. Net realizable value adalah nilai piutang setelah dikurangi dengan 
penyisihan piutang tidak tertagih. 

c. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang 
yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa 
akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas 
lain. 

Klasifikasi 
Secara garis besar piutang diklasifikasikan menjadi sebagai berikut: 
a. piutang pendapatan; 
b. piutang lainnya; 
c. penyisihan piutang; dan 
d. beban dibayar di muka. 
Klasifikasi piutang menurut kelompok dan jenis serta kewenangan 
pemanfaatan piutang adalah sebagai berikut: 

Kelompok 
Piutang 
Pendapatan 

Piutang 
Lainnya 

^ Penyisihan 

Jenis 
Piutang' Pajak Daerah 

Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Pengelolaan 
Kekayaan 
Dipisahkan 

Daerah yang 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang Transfer Pemerintah 
Pusat 
Piutang Transfer Pemerintah 
Lamnya 
Piutang Transfer 
Daerah Lainnya 

Pemerintah 

Piutang Pendapatan Lainnya 
Bagian Lancar Tagihan Jangka 
Panjang 
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman 
Jangka Panjang kepada Entitas 
Lainnya 
Bagian Lancar 
Penjualan Angsuran 

Tagihan 

Bagian lancar Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah 
JJang IvAika 

Tenyisihan Piutang Pendapatan 

Kewenangan 
SKPD 

SKPD 
SKPD 

SKPD 
SKPD 

SKPD 

SKPD 

SKPD 
SKPD 

SKPD 

SKPD 

SKPD 

SKPD 

SKPD 
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Piutang Piutang 
Penyisihan Piutang Pajak Daerah SKPD 

Piutang 

Penyisihan Piutang Retribusi o i i r D 

Piutang 

Penyisihan Piutang 
Pengelolaan Kekayaan 
yang Dipisahkan 

Hasil 
Daerah 

SKPD 

Piutang 

Penyisihan Piutang Laiin 
yang Sah 

-lain PAD SKPD 

Piutang 

Penyisihan Piutang 
Pemerintah Pusat 
Perimbangan 

Transfer 
Dana 

SKPD 

Piutang 

Penyisihan Piutang 
Pemerintah Daerah Laini 

Transfer 
lya 

SKPD 

Beban 
Dibayar di 
Muka 

Beban Pegawai Dibayar d i muka oivrJJ Beban 
Dibayar di 
Muka 

Beban Barang Dibayar d i muka 

Beban 
Dibayar di 
Muka 

Beban Jasa Dibayar di muka OlVl L/ 

Beban 
Dibayar di 
Muka 

Beban Pemeliharaan 
dimuka 

Dibayar SKPD 

Beban 
Dibayar di 
Muka 

Beban Lainnya SKPD 
Masa Giro/Bunga Deposito 

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD 
1. Pihak-pihak Terkait 

Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara lain 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), Bendahara 
Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, dan 
PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan. 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK SKPD melaksanakan fungsi 
akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan bukt i -bukt i 

transaksi yang sah dan valid ke Buku J u m a l LRA dan Buku 
Juma l LO dan Neraca; 

2) melakukan posting juma l - juma l transaksi/kejadian 
pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam Buku Besar 
masing-masing akun; 

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporari Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 
keuangan. 

b. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD. 
Dalam sistem akuntansi piutang, Bendahara Penerimaan 
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1) mencatatv:. dan ,̂_ membukukan semua penerimaan ke dalam 
~ ? u k u kas^penerimaan SKPD; 

2) .membuat SPJ atasreendapatan. 
FD Tertian I 
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c. PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan 
PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas 
untuk melakukan penagihan piutang.. 

2. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan meliputi dokumen pengakuan piutang, 
dokumen untuk pelunasan piutang, jdokumen untuk penyisihan 
piutang, dan dokumen untuk penghapusan piutang atau pemberian 
keringanan adedah sebagai berikut: 
a. SKP Daerah; 
b. SSPD; 
c. SKR Daerah; 
d. SPPT; 
e. STS; 
f. TBP; 
g. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 
h . SP2D; 
i . Nota Debit; 

j . Keputusan Bupati; 
k. Bukt i Memorial; dan/atau 
1. dokumen yang dipersamakan. 

3. J u m a l Standar 
Pada saat diterbitkan SKP Daerah ataii SKR Daerah, SKPD berhak 
mengakui Piutang. Berdasarkan SKP Daerah atau SKR Daerah 
tersebut, maka PPK SKPD akan membuat j u m a l pengakuan piutang 
sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Piutang ....| XXX 
XXX Pendapatan .... LO XXX 

Pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melakukan pembayaran 
maka Wajib Pajak atau Wajib Retribusi akan menerima TBP. 
Berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l 
pelunasan atau pembayaran angsuran piutang sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX Piutang . . I . XXX 

Paraf HicrC 
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J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 
XXX Pendapatan ... LRA XXX 

Pada saat akhir periode PA/ KPA atau pejabat yang diberi 
kewenangan menerbitkan bukt i memorial. Berdasarkan bukt i 
memorial tersebut PPK SKPD akan 
piutang sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

membuat j u m a l penyisihan 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Penyisihan 
Piutang....]. 

XXX 

XXX Penjdsiha Piutang... XXX 

Pada saat Wajib Pajak/ Wajib Retribusi tidak bisa melunasi 
piutangnya atau mengajukan keringanan pembayaran, PA/KPA atau 
pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan Keputusan Bupati 
atau Bukt i Memorial. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau 
Bukt i Memorial tersebut, PPK SKPD membuat j u m a l keringanan 
pembayaran piutang atau penghapusan piutang sebagai ber ikut : 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian 
} 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX Penyisihan Piutang XXX 
XXX Piutang..J... XXX 



BAB DC 
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN 

A. UMUM 
1. 

2. 

y 

Definisi 
Persediaan adalah 
perlengkapan yang 

aset lancar dalam bentuk barang atau 
dimaksudkan u n t u k mendukung kegiatan 

dan barang-barang yang operasional Pemerintah Daerah, 
dimaksudkan un tuk dijual dan/ataii diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 
Klasifikasi 
Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset 
tersebut memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: 
a. barang atau perlengkapan [supplies] yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah; 
b. bahan atau perlengkapan (supplies] yang digunakan dalam 

proses produksi; 
c. barang dalam proses prodUksi yang dimaksudkan t in tuk dijUal 

atau diserahkan kepada masyarakat; 
d. barang yang disimpan u n t u k dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. 
Klasifikasi persediaan menurut kelompok dan jenis serta 
kewenangan pemanfaatan persediaan adalah sebagai berikut: 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Alat Talis Kantor SKPD Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Dokumen// 
Tender/Cetakan 

idministrasi SKPD 
Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Alat Li 
• 

Elektronik (lampu pij 
kering) 

strik dan 
ar, battery 

SKPD 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Perangko, ^ 
Benda Pos Lainnya 

^laterai dan SKPD 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Peralata n 
dan Bahan Pembersih 

Kebersihan SKPD 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Bahan 
Minyak/Gas 

Bakar SKPD 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Isi Tabung 
Kebakaran 

Pemadam SKPD 

Persediaan 
Bahan Pakai 
Habis 

Persediaan Isi Tabung Gas SKPD 
Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan Baku Bangunan SKPD Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan/Bibit Tanaman SKPD 
Persediaan 
Bahan/ 
Material Persediaan Bibit Temak SKPD 

Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan ObatiObatan SKPD 

Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan Kimia SKPD 

Persediaan 
Bahan/ 
Material 

Persediaan Bahan Makanan Pokok SKPD 
Persediaan 
Barang 
Lainnya 

Persediaan Barang > 
Diberikan Kepada Pihak 

'ang akan 
: Ketiga 

SKPD 

7> 
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B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara 
lain adedah: 
1. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran 
bertugas un tuk menjdapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen 
atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. 

2. Penyimpan Barang/Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu 
Dalatn sistem akuntansi persediaan, Penyimpan Barang/Pengurus 
Barang/Pengurus Barang Pembantu bertugas untuk melakukan 
stock opname dan menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran 
pelaksanaan pengadaan persediaan. 

3. PPK SKPD 
Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat 
keuangan SKPD bertugas un tuk melakukan 

penatausahaan 
proses akuntansi 

persediaan yang dimulai dari j u m a l hingga penyajian laporan 
keuangan SKPD. 

4. Pengguna Barang/KUasa Pengguna Barang ataU pejabat yang diberi 
kewenangan. 
Dalam sistem akuntansi persediaan, Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan bertugas: 
a. membuat bukt i memorial; 
b. mengajukan rencana kebutuhan barang; 
c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang; 
d. inventarisasi barang mil ik daerah; 
e. menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dan 
f. menandatangani laporan barang SKPD. 

dalam sistem akuntansi 
C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Dokumen-dokumen yang digunakan 
persediaan antara lain dokumen untuk mengakui beban persediaan dan 
dokumen untuk menyesuaikan beban persediaan. Dokumen tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. bukt i belanja persediaan; 
2. Berita Acara Serah Terima Barang; 
3. SP2D LS; dan/atau 
4. berita acara stock opname. 

D. JURNAL STANDAR 
1. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik 

Metode in i digunakan untuk mengakui persediaan yang 
penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK), 
sedangkan untuk menilai persediaan menggunakan FIFO. Pembelian 
persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan GU/TU maupun 
LS. 

Pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 
menggunakan GU/TU, bendahara pengeluaran SKPD akan 
menyer^kan bukt i belanja persediaan kepada PPK SKPD. 
Berdas^Jkan bukt i belanja persediaan 
membuat j u m a l pengadaan persediaan: 

tersebut, PPK SKPD akan 
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J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban 
(Beban P( 

Barang/Jasa 
'rsediaan) XXX 

XXX Kas Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

i 
Uraiiui Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja 
[Belanja Pt 

Barang/Jasa 
jrsediaan) ... XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 
menggunakan LS, PPK SKPD akan menerima Berita Acara Serah 
Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang 
tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l pengadaan persediaan 
sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Barang/Jasa 

XXX 

XXX 
Utang Belanja Barang 
dan Jasa.. . 

XXX 

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia 
barang, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
akan menerbitkan SP2D LS. Berdasarlcan SP2D LS tersebut, PPK 
SKPD akan membuat j u m a l penghapusan utang belanja sebagai 
berikut: 

Juma l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Utang Bela 
Jasa 

Lnja Barang dan 
XXX 

XXX RK PPKD XXX 

Juma l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja 
(Belanja Pc 

Barang/Jasa 
rsediaan) ... 

XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

7 
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Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum 
menyusun laporan keuangan, Pengurus barang/pengurus barang 
pembantu akan melakukan stock opname un tuk mengetahui sisa 
persediaan yang dimil iki . Berdasarkan berita acara stock opname, PPK 
SKPD akan membuat j u m a l pengakuan beban persediaan sebagai 
berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Persediaan ... XXX 

XXX Beban Barang/Jasa 
(Beban Persediaan)..i..* 

XXX 

*Sebesar sisa persediaan yang belum terpakai 

Pada saat barang rusak/hilang/kadaluwarsa, Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi 
kewenangan akan menerbitkan bukt i memorial untuk menghapuskan 
persediaan. Berdasarkan bukt i memorial tersebut PPK SKPD akan 
membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 
1 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya - LO 

XXX 

XXX Persediaan ... XXX 

2. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual 
Metode Perpetual digunakan untuk mengakui jenis persediaan yang 
sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti 
obat-obatan, sedangkan untuk menilai persediaan menggunakan 
FIFO. 
Pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 
menggunakan GU/TU, bendahara pengeluaran SKPD akan 
menyerahkan buk t i belanja persediaan kepada PPK SKPD. 
Berdasarkan bukt i belanja persediaan tersebut, PPK SKPD akan 
membuat j u m a l pengadaan persediaan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Barang/Jasa 
(Beban Persediaan) XXX 

XXX 
Kas Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 



J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 
t 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Barang/Jasa 
(Belanja persediaan) ... 

XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Pada saat SKPD melakukan pembelian persediaan dengan 
menggunakan LS, PPK SKPD akan menerima Berita Acara Serah 
Terima Barang. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang 
tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l pengadaan persediaan 
sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Barang/Jasa 
(Beban Persediaan) 

XXX 

XXX 
Utang Belanja Barang 
dan Jasa 

XXX 

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia 
barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 
akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut PPK SKPD 
akan membuat j u m a l pelunasan utang belanja persediaan sebagai 
berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Utang Beh 

Jasa 
anja Barang dan 

XXX 

XXX RK PPKD XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja 
(Belanja P 

Barang/Jasa 
irsediaan) ... 

XXX 

XXX Pembahan SAL XXX 

Pada saat menggunakan barang, pengurus barang/pengums barang 
pembantu akan mengisi Buku Persediaan Barang (BPB), Kartu 
Barang (KB), dan kartu kendali barang. Berdasarkan Buku 
Persediaan Barang (BPB), Keirtu Barang (KB), dan kartu kendali 
barang, PPK SKPD akan membuat j u m a l untuk mengakui sisa 
persediaan sebagai berikut: 

^ •—"1 
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J u m a l LO atau Neraca 
^T1„ _ ̂  1 
Tanggal Nomor Bukt i 

Kode 
Akun 

1 
Uraian 
i 

ueDit Kreait 

XXX XXX XXX Persediaan ... XXX 

XXX 
Beban Barang/Jasa 

XXX 

Pada saat barang rusak/hilang/kadaluwarsa, Kuasa Pengguna 
Barang atau pejabat yang diberi kewenangan akan menerbitkan bukt i 
memorial un tuk menghapuskan persediaan. Berdasarkan bukt i 
memorial tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya - LO 

XXX 

XXX Persediaan ... XXX 



B A B X 
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI 

UMUM 
1. Definisi 

a. Investasi merupaikan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh 
dividen dan royalti, atau 

meningkatkan kemampuan 
manfaat ekonomik seperti bunga, 
manfaat sosial, sehingga dapat 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh 
pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk 
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan 
memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi 
jangka pendek dalam rangka manajemen kas. 

2. Klasifikasi 
Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu 
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang, 
a. Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki 
karakteristik dapat segera diperjualbelikan / dieairkan dalam 
waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek 
biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana 
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut j i ka muncul 
kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko 
rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara 
Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas j i ka 
investasi dimaksud mempunyai masa j a t u h tempo kurang dari 3 
bulan dari tanggal perolehannya. 

b. Investasi Jangka Panjang 
Investasi jangka panjang merupakan 
memiliki jangka waktu lebih dari 
panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: 
1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen 

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi 
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimil iki secara tidak 
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik 
kembali. 

2) Investasi Jangka Panjang Permanen 
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka 
panjang yang dimaksudkan untuk dimil ik i secara berkelanjutan 
atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. 

investasi yang pencairannya 
12 bulan. Investasi jangka 

irr. -"'' I Paraf Ko '̂̂ ' 
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Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: 
Kelompok Jenis Kewenangan 

Investasi J angka 
Pendek 

1 
111V O L d O X v i C U C U l l l < J u l l C U i l i i 

1 
PPKD Investasi J angka 

Pendek 
Investasi dalam Deposito PPKD 

Investasi J angka 
Pendek 

Investasi dalam SUN PPKD 

Investasi J angka 
Pendek 

Investasi dalam SB! PPKD 

Investasi J angka 
Pendek 

Investasi dalam SPN PPKD 

Investasi J angka 
Pendek 

Investasi Jangka Pendek 
BLUD 1 PPKD/SKPD 

Investasi J angka 
Pendek 

Investasi Jangka Pendek 
Lainnya 1 PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi kepada Badan 
usana iviiiiK iNegara PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi kepada Badan 
Usaha Milik Daerah PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi kepada Badan 
Usaha Mil ik Swasta t^r JVU 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi dalam Obligasi PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi dais 
Pembangunan 

m Proyek 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Dana Bergulir j PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Deposito Jangka Panjang PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Non 
Permanen 

Investasi Non 
Lainnya 

Permanen ppT^n 

Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

Penyertaan Mo 
BUMN 

dal Kepada PPT^n rrl\U Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

Penyertaan Mo 
BUMD 

dal Kepada PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

Penyertaan Modal Kepada 
Badan Usaha Mil ik Swasta PPKD 

Investasi Jangka 
Panjang Permanen 

Investasi Permanen Lainnya PPKD 

B. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI SKPD 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak ysing terkait dalam sistem akuntansi investasi pada 
SKPD, antara lain: Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK 
SKPD), Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu, Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan 
Pembantu SKPD, dan PA/KPA atau Pejabat yang diberi kewenangan. 
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) 

Dalam sistem akuntansi investasi] PPK SKPD memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukt i -bukt i 

transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing ^akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca! dan Catatan atas Laporan 



2. 

3. 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Pengeluaran 
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu bertugas untuk 
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 
transaksi pengeluaran tunai yang berkaitan dengan investasi 
misalnya transaksi perolehan investasi. 

c. Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Penerimaan 
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas un tuk 
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 
transaksi penerimaan tunai yang berkaitan dengan investasi 
misalnya transaksi penerimaan hasil investasi. 

d. PA/KPA atau Pejabat yang diberi kewenangan 
PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan mempunyai tugas 
menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan 
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 
fungsi eikuntansi PPKD. 

Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan terkait dengan sistem akuntansi Investasi 
pada SKPD adalah sebagai berikut: 
a. bukt i transaksi investasi; 
b. SP2D-LS (jika tunai); 
c. BAST j i ka berupa aset; 
d. nota kredit; dan/atau 
e. dokumen yang dipersamakan. 
J u m a l Standar 
a. Perolehan Investasi 

Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 
Pada saat pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan 
pembentukan/pembelian investasi jangka pendek dalam rangka 
manajemen kas, SKPD menerima Bukt i Investasi Jangka 
Pendek/Dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan dokumen 
tersebut PPK SKPD membuat j u m a l 
berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

perolehan investasi sebagai 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Investasi Jangka Pendek XXX 

XXX 
RK PPKD/Kas 
Bendahara 
Pengeluaran* 

XXX 

*RK PPKD apabila dengan LS, Kas Bendahara Pengeluaran 
apabila GU/TU 

b. Hasil Investasi 
Hasil Investasi Jangka Pendek 

Paraf Hiorar̂ -i 

£->da 

- 4 Kat23 
HuScurn 

Hasil'if investasi jangka pendek diakui dengan menggunakan 
Asimetodenilai Deilsih jyang dapat direalisasi. 
FD Pcnirckarsa / 

5 5 
PDTsricsit 



Pada saat pelepasan investasi jangka pendek, Bendahara 
Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD 
menerima TBP. Berdasarkan TBP tersebut, PPK SKPD membuat 

j 
j u m a l pengakuan pendapatan bunga atas hasil investasi sebagai 
berikut; 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX 
Pendapf 
LO 

tan Bunga...-
XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 
Pendapa 
LRA 

tan Bunga...-
XXX 

Hasil Investasi Jangka Panjang 
a) Investasi Permanen 

Metode Biaya 
Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak 
mempengaruhi investasi yang dimil ik i pemerintah daerah. 
Pemerintah daerah hanya menenma dividen yang dibagikan 
oleh perusahaan. 

Pada saat perusahaan investee 
kepada pemerintah daerah, 

membagikan dividen tunai 
Bendahara Penerimaan 

SKPD/Bendahara Penerimaaan Pembantu SKPD menerima 
TBP. Berdasarkan TBP tersebut fungsi akuntansi membuat 
j u m a l penerimaan dividen sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di 
Penerimaan 

Bendahara XXX 

XXX 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaaan 
Daerah yang Dipisahkan 
- L O 

XXX 

J u m a l LRA 

^tanggal Nbmbn Buk^2 
^Kode 
>Akun 

Uraian Debit Kredit 

3-1 XXXI XXX Pembahan SAL XXX 



XXX 

renaapc 
Pengelo' 
Daerah 
Dipisahl 

i ian xiasiJ 
a£in Kekayaan 

yang 
can-LRA 

XXX 

b) Investasi Non Permanen 
Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan 
Pada saat pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non 
permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir) 
telah diterima, Bendahara Penerimaan SKPD menerima TBP. 
Berdasarkan TBP tersebut Fungsi Akuntansi SKPD membuat 
j u m a l penerimaan bunga sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX 
Pertdapa 
Dana 
Bergulir 

tan Bunga 

- LO 
XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 
1 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pendapatan Bunga 
Dana Bergulir - LRA 

XXX 

c. Pelepasan Investasi 
Pelepasan Investasi Jangka Pendek 
Pada saat dilakukan pelepasan 
Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu 
SKPD menerima TBP, berdasarkan TBP tersebut PPK SKPD 
membuat j u m a l pelepasan investasi sebagai berikut: 

investasi jangka pendek. 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Pendapatan .... - LO XXX 
XXX Investasi Jangka Pendek XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nompr_Bukti 
Kode 
Alcun 

1 
Uraian 
1 

Debit Kredit 

PnrafHierar'̂  xxx„ . [ l- XXX Pembahan SAL XXX xxx„ . [ l- XXX Pembahan SAL XXX 
PD P; 1 7 XXX Pendapatan... - LRA XXX 

I teg 
1 HuF.ura 

V 
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akuntansi investasi antara 

2. 

fungsi akuntansi PPKD 

menyampaikan dokumen-
tunai yang berkaitan dengan 

C, SISTEM AKUNTANSI INVESTASI DI PPKD 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem 
Iain PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD, Bendahara Penerimaan PPKD, 
Bendahara Pengeluaran PPKD, dan BUD/Kuasa BUD. 
1. Pihak-pihak yang terkait 

a. Fungsi Akuntansi PPKD 
Dalam sistem akuntansi investasi, 
memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian investasi berdasarkan bukt i -bukt i 

transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian investasi ke 

dalam Buku Besar masing-masing'akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 
Laporan Ams Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Pengeluaran PPKD 
Dalam sistem akuntansi investasi, Bendaihara Pengeluaran PPKD 
bertugas untuk menyiapkan dan 
dokumen atas transaksi pengeluaran 
investasi misalnya transaksi penanaman investasi. 

c. Bendahara Penerimaan PPKD 
Dalam sistem akuntansi investasi, Bendahara Penerimaan PPKD 
bertugas untuk menyiapkan dan 
dokumen atas transaksi penerimaan 
investasi misalnya transaksi penerimaan hasil investasi. 

d. PPKD 
Dalam sistem akuntansi investasi, PPKD bertugas untuk 
menandatangani laporan keuangan sebelum diserahkan dalam 
proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh fungsi 
akuntansi PPKD 

e. BUD/Kuasa BUD 
Dalam sistem akuntansi investasi, BUD/Kuasa BUD bertugas 
un tuk menandatangani bukt i -bukt i transaksi investasi. 

Dokumen Yang Digunakan 
Dokumen yang Digunakan dalam sistem akuntansi investasi pada 
PPKD adalah sebagai berikut: 
a. sertifikat saham; 
b. sertifikat deposito; 
c. sertifikat obligasi; 
d. SUN; 
e. sertifikat SBI; 
f. sertifikat SPN; 
g. nota kredit; 
h . SP2D LS j i ka tunai; 

STjikgrbenipa; aset*,-dan / atau 
rmkan . 

menyampaikan dokumen-
tunai yang berkaitan dengan 

Hcraf HicrrFT 

Y Kr.zh3 

Kabg 

-jj |iojmmen_yang^per^m? 
i^rr/dl)StanH^^^^~~^ ~^ 

Lvestasr 
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1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) 
Pada saat pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan 
pembentukan/pembelian investasi'jangka pendek dalam rangka 
manajemen kas, PPKD menerima Sertifikat Saham/Sertifikat 
Deposito/Sertifikat Obligasi/SUN/Sertifikat SBI/Sertifikat SPN 
/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan. Berdasarkan 
dokumen tersebut fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l 
perolehan investasi sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

X X X X X X X X X Investasi Jangka Pendek X X X 
X X X Kas di Kas Daerah X X X 

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) 
Pada saat Pemerintah Kabupaten Pacitan menyertakan investasi 
berdasarkan peraturan daerah, Bendahara pengeluara PPKD 
menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS tersebut fungsi 
akuntansi PPKD membuat j u m a l perolehan investasi jangka 
panjang sebagai berikut: 

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 
J u m a i LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

X X X X X X X X X 
Investasi Jangka Panjang 
Non Permanen 

X X X 

X X X Kas di Kas Daerah X X X 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

X X X X X X X X X 
Pengeluaran Pembiayaan 
- Dana Bergulir 

X X X 

X X X Perubahan SAL X X X 

b) Investasi Jangka Panjang Permanen 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

l i ra ian Debit Kredit 

X X X X X X X X X 
Investasi i 
Permanen 

Jangka Panjang 
X X X 

X X X Kas di Kas Daerah X X X 

J u m a l LRA 

Paraf Hicrarf-d 
Tar iggal NpmprBuk t i 

Kode 
-y-Akun 

Uraian Debit Kredit 

Gakdi n 
X 

Aai^lc: 
— y 

P*>n o^li 1 n rn n P#>m"ht n vn n n 
X X X 

Gakdi n 
X XX^^ 

FD ¥• 

xjcx 
Modal/Inv 

Penyertaan 
estasi 

X X X l-rj-hzl \ 
n 

X XX^^ 

FD ¥• 

xjcx 
Modal/Inv 

Penyertaan 
estasi 

X X X 
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Pemerintah Daerah 
XXX Perubahan SAL XXX 

b. Hasil Investasi 
Hasil Investasi Jangka Panjang - Investasi Permanen 
Metode Ekuitas 
Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan 
akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimil iki pemerintah 
daerah. 
Pada saat perusEihaan mengumumkan laba, PA/KPA atau pejabat 
yang diberi kewenangan membuat bukt i memorial. Berdasarkan 
bukt i memorial tersebut, fungsi akuntansi PPKD membuat jumsd 
pengakuan keuntungan hasil investasi sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 

i 
Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Investasi Jangka Panjang 
4 1 . 

XXX 

XXX 

Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaaan 
Daerah yang Dipisahkan 
-LO 

XXX 

Pada saat pemsahaan membagikan dividen, PA/KPA atau pejabat 
yang diberi kewenangan membuat bukt i memorial. Berdasarkan 
bukt i memorial tersebut fungsi akuntansi PPKD akan membuat 
j u m a l penerimaan dividen sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

XXX 
Investasi 
Panjang 

Jangka 
XXX 

J u m a l LRA 1 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 

Pendapat 
Pengeloa 
Daerah 
Dipisahk 

an Hasil 
^ Kekayaan 

yang 
an-LRA 

XXX 

Paraf Hisrarki 

SskcJa d\ 

Kabag 

c. Pelepasan Investasi 
1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek 

Pada saat dilakukan pelepasan 
Bendahara Penerimaan PPKD menerima TBP, Berdasarkan TBP 

membuat j u m a l pelepasan 

investasi jangka pendek, 

A tefsehUt!!i£ungiCAkuntansi PPKD 
MMnvestasirseWgai_berikut: 

FDTc-hzit 

Neraca 
6 0 



Tanggal Nomor Bukt i Kode 
AKUn 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Pendapatan .... - LO XXX 
XXX Investasi Jangka Pendek XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 
XXX Pendapatan ... - LRA XXX 

investasi jangka panjang, 
2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang 

Pada saat dilakukan pelepasan 
Bendahara Penerimaan PPKD menerima TBP, Berdasarkan TBP 
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l pelepasan 
investasi sebagai berikut: 
a) Investasi Permanen 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 

i 
Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

XXX 
Investas 
Panjang 

Jangka 
XXX 

XXX 
Surplus 
Investas 
Panjang-

Pelepasan 
Jangka 

LO 
XXX 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 

Penerimaan Pembiayaan 
- Hasil Penjualan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

XXX 

b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
_P3raff 

Sskda 

erarki 

Jin 
Kabsg 
Hukun 

Pa.-af Koord;, 

0 Pemrakarsa 

PDTcricait 

Investasi 
Panjang 
(Dana Bergulir) 

Jangka 
Non Permanen XXX 

61 



Surplus Pelepasan 
XXX Investasi Jangka XXX 

Panjang -LO 

J u m a l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 
! 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Pengeluaran 
Pembiayaan -Dana 
Bergulir 

XXX 

d. Penyisihan Investasi 
Pada saat akhir periode PA/KPA atau pejabat yang diberi 
kewenangan menerbitkan bukt i memorial. Berdasarkan bukt i 
memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat j u m a l 
penyisihan investasi-dana bergulir sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian 
} 

Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban Penyisihan Dana 
Bergulir. ! . XXX 

XXX 
Dana Bergulii 
Diragukan Tertagih 

XXX 

Pada saat penerima dana bergulir tidak bisa melunasi piutangnya 
atau mengajukan keringanan pembayaran, PA/KPA atau pejabat 
yang diberi kewenangan menerbitkan Keputusan Bupati atau 
bukt i memorial. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Bukt i 
Memorial tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l 
keringanan pembayaran dana bergulir atau penghapusan dana 
bergulir sebagai berikut: 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Dana Bergulir Diragukan 
Tertagih 

XXX 

XXX 
Investasi Dana XXX 

Paraf HiorarW L 

Sckda 

Kabag 

Pcraf KonrriiP-a'̂ .! 
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BAB XI 
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP 

UMUM 
1. Definisi 

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan un tuk digunakan dalam kegiatan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 

b. Kriteria pengakuan aset tetap sebagai berikut: 
1) berwujud, 
2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, 
3) biaya perolehan aset dapat diukuij secara andal, 
4) tidak dimaksudkan un tuk dijual dalam operasi normal entitas, 

dan 
5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

2. Klasifikasi 
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap 
adalah sebagai berikut: 
1. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang 
dimil iki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam 
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap 
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan 
untuk bangunsn, jalan, irigasi, dan jaringan. 

2. Peralatan dan Mesin 
Peralatan dan mesin adalah uni t 
mempunyai masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
dalam kondisi siap digunakan serta ni lai perolehem awalnya tidak 
kurang dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satuan 
barang. 

3. Gedung dan Bangunan 
Gedung dan bangunan adalah uni t gedung dan bangunan yang 
dibeli atau dibangun dengan maksud un tuk digunakan dalani 
kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pacitan atau 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap 
digunakan serta nilai perolehan awalnya tidak kurang dari 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh j u t a rupiah) per satuan barang. 

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah un i t ja lan, irigasi, dan jaringan 
yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah 
dan dalam kondisi yang siap digunakan. 

5. Aset Tetap Lainnya 
Aset tetap lainnya adalah aset 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 
diperoleh-rrdan 'dimanfaatkan un tuk kegiatan operasional 

lenhfah \ dari Jdalam kondisi siap digunakan serta mlai 
£LciperoIeHS"aw2lnya\ tidak kurang dan Rp 2.000.000,00 (dua j u t a 

peralatan dan mesin yang 

tetap yang tidak dapat 

rupiahj.per-satuan barang. 



6. Konstruksi dalam Pengerjaan 
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan, yang' pada tanggal neraca belum 
selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan 
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 
jalem, irigasi dan jaringsm, serta aset tetap lEunnya yang proses 
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu 
periode waktu tertentu dan belum se esai. 

akuntansi aset tetap antara 

pengelola barang bertugas 

B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem 
lain adalah: 
1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Dalam sistem akuntansi Aset Tetap, Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang atau pejabat yang ditieri kewenangan bertugas: 
a. melakukan otorisasi bukt i memorial; 
b. mengajukan rencana kebutuhan barang; 
c. melakukan pengamanan dan pemellliaraan barang; 
d. inventarisasi barang mi l ik daerah; 
e. menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dan 
f. menandatangani laporan keuangan SKPD. 

2. Pengelola Barang 
Dalam sistem akuntansi aset tetap, 
menyiapkan dan menyampaikan usulari penghapusan aset tetap. 

3. Penyimpan Barang/Pengurus Barang 
Dalam sistem akuntansi aset tetap, penyimpan barang/pengurus 
barang bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas pengelolaan aset tetap. 

4. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran bertugas 
menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi 
tunai yang berkaitan dengan aset tetap. 

5. Pejabat Pembuat Komitmen 
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pembuat komitmen 
bertugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas beban 
pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap. 

6. Pejabat Penatausahaan Keuangan 
Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan 
keuangan SKPD bertugas melakukan proses akuntansi aset tetap 
yang dimulai dari j u m a l hingga penyajian laporan keuangan SKPD. 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset 
totap antara lain adalah: 
1. Bukt i Belanja/Pembayaran GU/TU Aset jTetap 

Dokumen in i merupeikan dokumen sumber u n t u k melakukan j u m a l 
pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara pembayaran 

y 

l'*2t:3 
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2. 

3. 

4. 

5. 

Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan 
Dokumen in i merupakan dokumen sumber untuk melakukan j u m a l 
atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran LS/GU/TU. 
SP2DLS 
Dokumen in i merupakan dokumen 
belanja modal dengan cara pembayaran LS. 
Usulan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Aset 

sumber un tuk pengakuan 

Dokumen in i mempakan dokumen 
reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya. 
Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset 

sumber untuk pengakuan 

Dokumen in i mempakan dokumen 
penghapusan aset tetap. 

sumber untuk pengakuan 

D. JXnUIAL STANDAR 
Pada saat SKPD melakukan pembelian aset tetap dengan 
menggunakan mekanisme LS, PPK SKPD menerima Berita Acara 
Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan Berita 
Aeara Penerimaan Barang atau Berita Aeara serah Terima tersebut PPK 
SKPD membuat j u m a l pengakuan aset tetap sebagai berikut: 
Juma l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

1 
Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap .... XXX 
XXX Utang Belanja Modal.. . . XXX 

Pada saat pembayaran perolehan aset tetap, SKPD menerima SP2D LS. 

berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Modal. . . . XXX 
XXX RK PPKDI XXX 

Juma l LRA 

Tanggal Nomor Bukt i 
Kode 
Akun 

Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal.. . . XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

Pada saat pembelian aset tetap di lakukan dengan mekanisme 
UP/GU/TU, Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
menerima bukt i pembayaran (bukti belanjanya). Berdasarkan bukt i 
tersebut, PPK SKPD akan membuat ju rna l pengakuan aset sebagai 
berikut: 

Paraf Hiorarf-J 

-/ 
Krj.?izl 

i:-fejr,i t 

I 

6 5 



Juma l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap .... XXX 

XXX Kas di Bendahara 
Pengeluaran XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal.. . . XXX 
XXX Perubahan SAL XXX 

E . PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN AWAL 
Suatu pengeluaran setelah perolehan awal atau pengeluaran renovasi 
akan dikapitalisasi j i ka memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara 

yang dapat berupa: 
a. bertambah ekonomis/efisien, 
b. bertambah umur ekonomis, 
c. bertambah volume, dan/atau 
d. bertambah kapasitas produksi. 

2. Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat ru t in . 
3. Nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tersebut 

melebihi batasan minimal kapitalisasi aset sebagai berikut: 
a. Peralatan dan Mesin lebih dari atau sama dengan Rp 500.000,00 
b. Gedung dan Bangunan lebih dari atau sama dengan 

Rp 50.000.000,00 
c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan 

terhadap pengeluaran untuk tanah] jalan/irigasi/jaringan, dan 
aset tetap lainnya bempa buku dan perpustakaan serta barang 
bercorak kebudayaan. 

4. Pengeluaran setelah perolehan untuk aset tetap lainnya tidak 
dikapitalisasi kecuali buku dan perpustakaan serta barang bercorak 
kebudayaan. 

5. Dianggarkan dalam belanja modal. 

Pada saat SKPD melakukan renovasi aset tetap yang menambah 
manfaat ekonomi dan biaya renovasinya telah melebihi satuan minimum 
kapitalisasi dengan menggunakan mekanisme LS, PPK SKPD menerima 
Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima. 
Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Aeara serah 
Terima tersebut PPK SKPD membuat j u m a l pengakuan aset tetap 
sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akim Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap i . . . XXX 
XXX Utang Belanja Modal.. . . XXX 



Pada saat pembayaran, SKPD menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D 
LS tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun jUraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja Modal. . . . XXX 
XXX RKPPKD XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal... . XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

Pada saat S K P D melakukan renovasi aset tetap yang menambah 
manfaat ekonomi dan biaya renovasinya telah melebihi satuan minimum 
kapitalisasi dengan menggunakan mekanisme GU, Bendahara 
Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu S K P D menerima 
S P 2 D atau dokumen yang dipersamakan. Berdasarkan S P 2 D atau 
dokumen yang dipersamakan tersebut, P P K S K P D membuat j u m a l 
kapitalisasi sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap L... XXX 

XXX 
Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

Juma l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal.. . . XXX 
XXX Perubahan SAL XXX 

p. PELEPASAN ASET TETAP 
Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset 
tetap yang dapat d i ikut i dengan proses ^ pemindahtanganan, seperti 
pemusnahan aset tetap, penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun 
penyertaan modal. 
Pada saat penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, penjualan, 
tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal, PPK SKPD akan 
membuat bukt i memorial yang dibuat berdasarkan Usulan Sekretaris 
Daerah tentang penghapusan Aset Tetap. Berdasarkan bukt i memorial 
tersebut PPK SKPD akan terlebih dahu 
dengan membuat j u m a l sebagai berikut: 

Juma l LO atau Neraca 

u melakukan reklasifikasi 

Tanggal Nomor Bukti 
- X-XXKooTtlir 

Kode Akun 
"/ v v v S 

Uraian 
Akumulasi Penyusutan .... 

Debit 
XXX 

Kredit 

Paraf H -
r1̂ Vn Aset Lainnya XXX 

feir.PE:l 4^!xx AsetTetapl.... XXX 

teg 
FDTErV-'.l . 
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Setelah dilakukan proses reklasifikasi oleh SKPD, j i ka SKPD 
menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, pada saat pelimpahan 
aset ke PPKD, PA/KPA atau pejabat yang diberi kewenangan membuat 
Berita Acara Serah Terima Barang (mutasi). Berdasarkan Berita Acara 
Serah Terima Barang (mutasi) PPK SKPD akan membuat bukt i memorial 
dan akan membuat j u m a l sebagai berikut: 

Juma l LO dan Neraca 
Tanggal Nbmof Biikti Kode AkUii Uraiaii Debit Kredit 

XXX XXX XXX RKPPKD 1 XXX 
XXX Aset Lainnya XXX 

Pada saat menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi 
PPKD menjumal: 

Juma l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Lainnya XXX 
XXX RK SKPD, XXX 

1. Pemu snahan Aset 
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Penghapusan Aset 
Tetap, fungsi akuntansi PPKD membuat j u m a l pemusnahan aset 
tetap sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Defisit Penghapusan. Aset 
Non Lancar 

XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 

Apabila Aset Tetap yang telah direklas ke Aset Lainnya tidak 
diserahkan ke PPKD, maka berdasarkan Keputusan Bupati tentang 
Penghapusan Aset Tetap, PPK SKPD akan membuat bukt i memorial 
dan akan membuat j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Defisit Penghapusan Aset 
Non Lancar 

XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 

2. Penjualan Aset 
Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukt i 
transaksi perijUalah dan TBP, FUrigsi AkUhtahsi SKPD-PPKD 
menjumal: 

Paraf Hiarcrfd 

Kf*ba3 
|-;a::uai 

Psrr.f Kcrrriia-r,} \ 

Asia;fcn _ 
7 - 1 7 - 1 
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J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun lUraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara 
Penerimaan XXX 

XXX 

Hasil 
Daerah 
Dipisahk 
Penjuala 
LO 

Penjualan Aset 
yang Tidak 

an-LO/ Hasi^ 
1 Aset Lainnya-

XXX 

Atau 
J u m a l LO atau Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Kas d i Kas Daerah XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 

XXX 
Surplus Penjualan Aset 
Non Lancar* 

XXX 

' Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada ni lai aset lainnya 
yang dijual 

Atau 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Defisit penjualan Aset Non 

Lancar** 
XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 
Apabila kas hasil penjualan lebih besar dari pada ni lai aset lainnya 

yang dijual 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubah£m SAL XXX 

XXX 

Hasil P 
Daerah 
Dipisahka 
Penjualan 
LRA 

enjualan Aset 
yang Tidak 

n-LRA/ Hasil 
Aset Lainnya-

XXX 

3. Tukar-Menukar 
Pada saat telah terjadi tukar-menukar aset lainnya oleh PPKD, 
berdasarkan bukt i transaksi tukar-menukar, Fungsi Akuntansi 
SKPD-PPKD menjumal: 
a. Apabila terjadi keuntungan dan menerima tambahan kas 

J u m a l LO atau Neraea 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap (baru) XXX 
XXX RKPPKD XXX 

PcralH 
Hr.:r!te'" Aset Lainnya XXX 

i:a:c3 

; XXX Surplus Penjualan Aset 
Non Lancar* 

XXX 

* Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset lainnya 
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Harga pasar aset lama dikurangi kas 

Juma l LRA 
Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 

Hasil 
Daerah 
Dipisahk 
Penjuala 
LRA 

^'enjualan Aset 
yang Tidak 

an-LRA/ Hasil 
n Aset T/ainnya-

XXX 

b. Apabila terjadi keuntungan dan men 

J u m a l LO atau Neraca 

geluarkan kas 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akim Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Aset Tetap (baru)** XXX 

XXX RK PPKD XXX 
XXX Aset Lainnya XXX 

XXX 
Surplus 
Non Lane 

Penjualan Aset 
:ar* 

XXX 

* Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset 
lainnya 

** Harga pasar aset lama ditambah kas 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Modal.... XXX 
XXX Perubahan SAL XXX 

c. Apabila terjadi kemgian dan menerinr 

J u m a l LO atau Neraca 

la kas 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Aset Tetap (baru)** XXX 

XXX 
Defisit Pen 
Lancar* 

jualan Aset Non 
XXX 

XXX RKPPKD XXX 
XXX Aset Lamnya XXX 

** 

Selisih antara nilai aset lainnya dengan harga pasar aset 
lainnya 
Harga pasar aset lama dikurangi kas 

J u m a l LRA 

Pcraf h'ierrrl'j 

KabcT 
Hu!;u.-n 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Pembahan 1 SAL XXX 

/ 
XXX 

Hasil F 
Daerah 
Dipisahki 
Pehjualar 
LRA 

•enjualan Aset 
yang Tidak 

in-LRA/ Hasil 
I Aset Laihhya-

XXX 
/ 

Aslstcn - \ 

Hasil F 
Daerah 
Dipisahki 
Pehjualar 
LRA 

•enjualan Aset 
yang Tidak 

in-LRA/ Hasil 
I Aset Laihhya-

XXX 
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d. Apabila terjadi kerugian dan mengeluarkan kas 

J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap I (baru)** XXX 

XXX 
Defisit Per 
Lancar* 

jua lan Aset Non 
XXX 

XXX RK PPKD XXX 
XXX Aset Lainnya XXX 

* Selisih antara nilai aset lainnyj 
lainnya 

** Harga pasar aset lama ditambah k 

J u m a l LRA 

i dengan harga pasar ase 

IS 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Belanja Modal.... XXX 

XXX PembahEtn SAL XXX 

4. Hibah Aset 
Pada saat telah terjadi proses hibeih aset lainnya oleh SKPD, 
berdasarkan berita acara serah terima hibah, Fungsi Akuntansi 
SKPD menjumal: 

J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Hibah XXX 
XXX Aset Lamnya XXX 

5. Penyertaan Modal 
Pada saat telah terjadi proses penyertaan modal aset lainnya oleh 
PPKD, berdasarkan bukt i transaksi 
Akuntansi PPKD menjumal: 

J u m a l LO atau Neraca 

penyertaan modal, Fungsi 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Investasi.... | XXX 

XXX Aset Lainnya XXX 

IVzh'A 

Huf-jrc 

AE"r.'3n — • 
PD Pemralcraa r 
PDToflxit 
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BAB XII 
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN 

AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset 
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaat aset yang bersangkutan. 

b. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus 
(straight line method). 

2. Klasifikasi 
Penyusutan aset tetap diklasifikasikan berdasarkan pada 
karakteristik aset yang disusutkan sebagai berikut: 

Kelompok Jenis Disusutkan/ 
Tidak Disusutkan 

Aset Tetap Tanah | Tidak Disusutkan Aset Tetap 
Peralatan dan Mesin Disusutkan 

Aset Tetap 

Gedung dan Bangunan | Disusutkan 

Aset Tetap 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Disusutkan 

Aset Tetap 

Aset Tetap Lainnya* Tidak Disusutkan 

Aset Tetap 

Konstruksi dalam Pengerjaan Tidak Disusutkan 
* kecuali Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 

akuntansi penyusutan dan 
B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem 
amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud antara lain adalah: 
1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi 
kewenangan bertugas: 
a. melakukan otorisasi bukt i memorial; 
b. menyusun Laporan Barang Semesteran dan Tahunan; dan 
c. menandatangani laporan keuangan SKPD. 

2. Penyimpan Barang/Pengurus Barang SKPD 
Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pengurus 
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset t idak 
berwujud. 

3, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPC 
Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat 
penatausahaan keuangan SKPD bertugas u n t u k melakukan proses 
akuntansi penyusutan yang dimulai dari j u m a l hingga penyajiannya 
laporan keuangan SKPD. 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
D n k u m e n - d n k u m e n yang digunakan 

A:bi:Fbci 

ITikuoi 

dalam sistem akuntansi 
p^^fp^n^^^^ yusut^re^ffaiM-Bi|ktij Memorial. Dokumen in i merupakan dokumen 
Ai^ ^ui^ ]5 i2r%htuk=^mel^^ penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset 

qdak berwujud. 
PDTcrirail 
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D. JURNAL STANDAR 
Beban penyusutan dan amortisasi d i jumal setiap akhir periode. Setiap 
penyusutan akan di jumal sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban 
Penyusutan/Amortisasi.... 

XXX 

XXX 
Akumulasi Penjiisutah / 
Amortisasi 

XXX 

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi pen3aisutan 
yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti 
layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi 
merupakan akun nominal yang pada aldiir periode hams di tutup 
sehingga saldonya nol d i setiap awal periode, sedangkan akumulasi 
penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi 
penyusutan dan amortisasi mempakan akun r i i l sehingga angkanya 
tidak akan pemah ditutup di akhir tahun. 

Akumulasi penjoisutan dan amortisasi merupakan total dari 
penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah 
dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang 
aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan 
aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi 
penyusutannya dan amortisasinya menjadi ni lai buku [book value] aset 
tetap/aset tidak berwujudnya tersebut. 



BAB XIII 
SISTEM AKUNTANSI DANA CADANGAN 

A. UMUM 
1. Definisi 

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang 
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun| anggaran. 

2. Klasifikasi 
Dana cadangan menurut kelompok, jenis dan kewenangannya dapat 
dil ihat sebagai berikut; 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Dana 
Cadangan 

Dana Cadangan 
Jembatan 

Pembangunan 
PPKD 

Dana 
Cadangan 

Dana Cadangan 
Gedung 

Pembangunan 
PPKD 

Dana 
Cadangan 

Dana Cadangan 
Waduk 

Pembangunan 
PPKD 

Dana 
Cadangan 

Dana Cadaiigah Peitiilihah BUpati PPKD 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan antara 
lain PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD atau pejabat yang diberi 
kewenangan. 
1. PPKD 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKD memiliki tugas: 
a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/konso idasi yang di lakukan oleh 
fungsi akuntansi PPKD; 

b. menandatangani surat pemyataan tanggung jawab PPKD. 
2. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi dana cadangan Fungsi Akuntansi PPKD 
memiliki tugas sebagai berikut: 
a. mencatat transaksi/kejadian dana cadangan berdasarkan bukt i -

bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
b. memposting juma l - juma l transaksi/kejadian Dana Cadangan ke 

dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Pembahan 
SAL (LPSAL), Laporan Pembahan Ekuitas (LPE), Laporan Ams Kas 
(LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

akuntansi dana cadangan 
C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

Dokumen yang digunakan dalam sistem 
antara lainnya; 
1. Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan; 

_2._-do]mmen7ri-arreferIperebidahan dari rekening kas umum daerah ke 

Esfida doliqre^n^perintah pencairan dari dana! cadangan ke rekening kas 

rj:ba3 
lijV.LCl 

'u^Uiii jdaerahr 
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4 . S P 2 D L S sebagai dokumen pencairan pelaksanaan kegiatan; 
5. nota kredit hasil pengembangan dana cadangan; dan/atau 
6. dokumennya. 

D. JURNAL STANDAR 
1. Pembentukan Dana Cadangan 

Pada saat pembentukan dana cadangan, Bendahara Penerimaan 
SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu S K P D menerima S P 2 D L S . 

Berdasarkan S P 2 D L S tersebut mngsi akuntansi P P K D membuat 

j u m a l pembentukan dana cadangan sebagai berikut: 

J u m a l L O dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Dana Cadangan XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Pengeluara 
Pembentuk 
Cadangan 

n Pembiayaan -
an Dana XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

2 . Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 
Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan misalnya bempa jasa 
giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau 

pengelolaan tersebut dicatat 
Pendapatan-LRA dalam pos 

dikapitalisasi ke d£ina cadangan. Hasil 
oleh fungsi akuntansi PPKD sebagai 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan. Akun dana cadangan dan penempatan dalam portofolio 
dicantumkan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan 
peraturan daerah tentang A P B D . 

J u m a l Standar-Hasil Pengelolaan Dana Cadangan 
J u m a l LO dan Neraca 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Dana Cadangan XXX 

XXX 
T .a in-lain PAD yang Sah -
Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan - LO 

XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 
Lain-lain PAD yang Sah -
Jasa Giro/Bunga Dana 
Cadangan - LO 

XXX 

Paraf Hiararld 

Sa!;.fa 

[ i -

Paraf Koorrilncai 
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3. Pencairan Dana Cadangan 
Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk 
kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah 
pemindahan buku dari Akun Dana |Cadangan ke Rekening Kas 
Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan surat 
perintah pemindahan buku tersebut Fungsi Akuntansi PPKD 
membuat j u m a l pencairan dana cadangan sebagai berikut 

JUmal LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 
XXX Dana Cadangan XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 
Penerimaan Pembiayaan -
Pencairan Dana 
Cadangan 

XXX 

Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program 
kegiatan di SKPD pelaksana. Proses penggunaan dan pencatatan 
dana cadangan pada SKPD mengacu 
akuntansi belanja. 

pada prosedur belanja dan 



BAB XIV 
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA 

A. UMUM 
1. Definisi 

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat 
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset 
tetap dan dana cadangan. 

2. Klasifikasi 
Di dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai 
berikut: 

Kelompok Jenis Kewenangan 
Tagihan Jangka 
Panjang 

Tagihan Penjuali m Angsuran PPKD 

Tuntutan Gan 
Daerah 

t i Kerugian PPKD 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Kerjasama Pema nfaatan PPKD/SKPD Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Bangun Guna Serah PPKD/SKPD 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Bangun Serah Guna PPKD/SKPD 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Sewa 1 PPKD/SKPD 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Pinjam Pakai | PPKD/SKPD 

Kemitraan dengan 
Pihak Ketiga 

Kerjasama 
Infrastruktur 

Penyediaan PPKD/SKPD 

Aset Tidak Berwujud Goodwill 1 SKPD Aset Tidak Berwujud 
Lisensi Dan Frenchise SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Hak Cipta | SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Paten | SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Royalti 1 SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Soflware; SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Hasil Kajian/Pe 
Memberikan Ma 
Panjang 

lel it ian Yang 
i faat Jangka 

SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Tak Beru 
Pengerjaan 

n j u d Dalam SKPD 

Aset Tidak Berwujud 

Aset Tidak Berwujud Lainnya PPKD/SKPD 
Aset Lain-lain Barang Rusak I 

Penghapusan 
)alam Proses PPKD/SKPD Aset Lain-lain 

Catatan Ada B 
Ada (CABTA) 

arang Tidak SKPD 

Aset Lain-lain 

Kas Yang 
Penggunaannya 

Dibatasi PPKD/SKPD 

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT 
1. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD 

Pcraf fiierarki 

Sskda 

T^ra'a_ 

-pihakt^yangjterkait yaitu Pejaba Penatausahaan Keuangan 
Kpb^JgK_§KESj^&^ Pengeluaran SKPD/Bendahara 

geluaran^ Pern l ^ t u SKPD dan Pengguna Barang/ Kuasa 
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a. PPK SKPD 
PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukt i -

bukt i transaksi yang sah ke Buku buma l Umum; 
2) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam Buku Besar masing-masing'akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA ) , Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD 
Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan 
sistem akuntansi aset lainnya ke PPK SKPD. 

c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengguna Barang/Kuasa 
Pengguna Barang memiliki tugas sebagai berikut: 
1) menandatangani laporan barang SKPD sebelum diserahkan 

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 
Fungsi Akuntansi PPKD; 

2) menandatangani surat pemyataan tanggung jawab Pengguna 
Barang/Kuasa Pengguna Barang. 

Pihak-Pihak Terkait pada PPKD 
Pihak-pihak yang terkait atas sistem akuntansi aset lainnya yaitu 
Fungsi Akuntansi PPKD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
(PPKD). 
a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian aset 

bukt i transaksi yang sah ke Buku 
2) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian aset lainnya ke 

dalam BUku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
3) membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), 
dan Laporan Arus Kas. 

b. PPKD 
Untuk sistem akuntansi aset lainnya, PPKD mempunyai tugas 
menandatangani laporan keuangan 
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh 
fungsi akuntansi PPKD. 

lainnya berdasarkan bukt i -
uma l Umum; 



akuntansi aset lainnya pada 

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 
1. Dokumen pada SKPD 

Dokumen yang terkait dengan sistem 
SKPD sebagai berikut: 
a. izin dari pemegang HaKI; 
b. dokumen HaKI; 
c. surat usulan penghapusan; dan/ataii 
d. dokumen yang dipersamakan. 

2. Dokumen pada PPKD 
Dokumen yang terkait dengan sistem akuntansi aset lainnya pada 
PPKD sebagai berikut: 
a. Kontrak; 
b. Perjanjian Penjualan Secara Angsuran; 
c. Berita Acara Penjualan; 
d. Keputusan Pembebanan; 
e. Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan; 
f. Perjanjian Kerjasama-BOT; 
g. Berita Acara Serah Terima; 
h . Peraturan Bupati (Peraturan Bupati); 
i . SP2D; dan/atau; 
j . dokumen yang dipersamakan. 

D. JURNAL STANDAR 
1. J u m a l Standar pada SKPD 

a. Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD 
Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan 
dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait 
dengan aset lainnya bempa aset tidak berwujud dan aset lain-lain 
1) Aset Tidak Berwujud 

Pada saat aset tidak berwujud SKPD telah diterima dan siap 
digunakan oleh SKPD, maka SKPD menerima Berita Acara 
Serah Terima, SP2D/Dokumen yang persamakan. 
Berdasarkan dokumen tersebutj maka PPK SKPD akan 
mencatat perolehan aset tidak 
membuat j u m a l : 

J u m a l LO dan Neraca 

gerwujud tersebut dengan 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX 

XXX XXX 

Pada saat dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak 
berwujud tersebut, SKPD akan menerima SP2D. Berdasarkan 
SP2D, PPK SKPD akan membuat j u m a l pelunasan utang atas 
aset tak berwujud sebagai berikut: 

Paran;iorr.rf;i 

V 

i -

rcraf Kocrdin?':'! 

I -
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J u m a l LO dan Neraca (menggunakan mekanisme LS) 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit ivreaii 

XXX XXX XXX XXX 
XXX RK PPKD AAA 

J u m a l LO dan Neraca (menggunak an mekanisme GU/TU 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Utang Belanja.... XXX 

XXX 
Kas d i Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

Atau 
J u m a l LO dan Neraca (menggunai 
pengakuan utang) 

:an mekanisme GU/TU tanpi 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX 

XXX Kas d i Bendahara 
Pengeluaran 

XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Barang/Jasa... XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

dihentikan penggunaannya, 
2) Aset Lain-Lain 

Pada saat aset tetap msak atau 
SKPD akan menerima catatan pengums barang terkait aset 
tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau msak. 
Berdasarkan catatan pengums barang, PPK SKPD membuat 
bukt i memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan 
membuat j u m a l reklasifikasi aset tetap sebagai berikut: 

J u m a i LO dan Neraea 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX XXX XXX XXX 
XXX Akumulasi Penyusutan XXX 

XXX XXX 

XXX XXX 

2. J u m a l Standar pada PPKD 
a. Tagihan Jangka Panjang 

Tagihan jangka panjang terdiri 
angsuran dan tuntutan ganti kemgiari daerah. 
1) Tagihan Penjualan Angsuran 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah 
dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daeraih secara 
angsuran kepada pegawai/Bupati pemerintah daerah. Contoh 
tagihan penju^an angsuran antara Iain adalah penjualan 

dari tagihan penjualan 

yang 

"parcf l-li 

Sa'.'.cia 

Kcbiig 
llcHurn 

kendaraanLperorprgan dinas kepada Bupati dan penjualan 
Ashtcimmalr^Qldn 
FDPc Barang 

PDTci aset te 

:gQ lcn^ iJ 1 
; miipc dac 
:etap yan^ 

I kepada pegawai. 
daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah 

dikuasai oleh' SKPD. Sebelum proses 
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dipindahtangankan/dijual, SKPD "menghapus" dari 
pembukuannya dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan 
aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima penyerahan aset 
yang hendak dijual i n i dengan mencatatnya sebagai aset 
tetap/barang mi l ik daerah yang akan dijual dengan melakukan 
j u m a l sebagai berikut: 

Fungsi Akuntansi PPKD 
j u m a i LO dan Neraea; 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Aset Tetap - Kendaraan 
Perorangari Dinas / 
Gedung dan Bangunan 

XXX XXX XXX 

XXX RK SKPD, XXX 

XXX XXX 

XXX 
Akumula si Penyusutan 

XXX 

PPK SKPD 
J u m a l LO dan Neraca: 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX RK PPKD 1 XXX 

XXX XXX 

XXX 
Aset Tetap - Kendaraan 
Perorangan Dinas / 
Gedung dan Bangunan 

XXX 

Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara 
angsuran, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat j u m a l 
pengakuan tagihan penjualan angsuran sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Tagihan 
Penjualan 

Angsuran 
XXX XXX XXX 

XXX Akumulasi Penyusutan XXX 

XXX XXX 

XXX 

Surplus P 
Kendaraaj 
Dinas / 
Bangunar 

enjualan Aset 
1 Perorangan 

Gedung dan 
-LO 

XXX 

XXX XXX 

XXX 
Aset Tetap - Kendaraan 
Perorangan Dinas / 
Gedung dan Bangunan 

XXX 

fees 
Kcbrg 

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang 
maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan 
melakukan reklasifikasi un tuk mengakui piutang yang sikan 
j a tuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukt i 
.memorial,-fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi 

Pare: Kc*-̂ r - ' 
—dengan jurr ial :L 
* i " ' - " * ' /*ilL*>'V-ll — 

FD Pcmra:iG.-ta 
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J u m a l LO dan Neraca 
Nnmnr RnVti T̂ nHf* ATnsn Uraian xVICUIl 

XXX XXX XXX 

Rapian 1 
Penjualan 
Kendaraan 
Dinas 

î CU-X^CU- X CX̂ XXXCXXJ 

Angsuran 
Dinas / Rumah 

XXX 

XXX Tagihan 
Penjualai 

Angsuran 
XXX 

Jika pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran, mgika 
fungsi akuntansi PPKD melakukan penjumalan sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX 

Bagian Lancar Tagihan 
Penjualan Angsuran -
Keridafaari Dirias / 
Rumah Dinas 

XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 

XXX 
Pendapata n - Angsuran / 
Cicilan Penjualan 

XXX 

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, 
ganti kemgian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat 
dinilai dengan uang yang hams dikembalikan kepada daerah 
oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan 
melawein h u k u m baik sengaja maupun lalai. 
Pada saat putusan Pembebanan! dan/atau dokumen yang 
dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, 
fungsi akuntansi PPKD akan membuat j u m a l pengakuan 
tagihan tuntutan kemgian daerah sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Tuntutan Ganti Kemgian 
Daerah terhadap Pegawai 
Bukan Bendahara 

XXX 

XXX 

Pendapatan Tuntutan 
Ganti Kemgian Daerah 
terhadap Pegawai Bukan 
Bendahara - LO 

XXX 

s-.v.(;3 

Krbag 
H:!'3j:.i 
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Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset non lancar, 
atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui 
piutang yang akan j a tuh tempo dalam satu tahun ke depan, 
fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi d i setiap 
akhir tahun dengan j u m a l : 

Juma l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Bagian L ^ c a r Tuntutan 
Ganti Kerugian Daerah 
terhadap Pegawai Bukan 
Bendahara! 

XXX 

XXX 
Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah terhadap Pegawai 
Bukan Bendahara 

XXX 

Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena 
kasus TGR in i , fungsi akuntansi PPKD akan menjumal: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX 

Bagian L 
Ganti K 
terhadap 
Bendahai 

ancar Tuntutan 
srugian Daerah 
Pegawai Bukan 
a 

XXX 

T J u m a l in i dibuat setiap bulan saat ada transaksi pembayaran 
cicilan TGR 

Juma l LRA 
T^ggai Nomof BukU Kode Akun umian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 

XXX 

Pendapatan Tuntutan 
Ganti Kemgian Daerah 
terhadap Pegawai Bukan 
Bendahara-LRA 

XXX 

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang mil ik daerah yang 
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan 
kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling 
menguntungkan sesuai Peraturan Pemndang-undangan. 
Kemitraan in i bisa bempa: 
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa 

Pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan 
ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi PPKD akan 
membuat j u m a l reklasifikasi aset tetap sebagai berikut: 

CY:cfa 

In 

Pcraf Kocrrlh-;':! "'' 

Ash; en 
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J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga - Sewa Tanah .... 

XXX 

XXX Aset Tetap - Tanah .... XXX 

Pada saat PPKD menerima hasil dari kerjasama berupa uang 
sewa, maka PPKD akan menerima Nota Kredit. Berdasarkan 
Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi akuntansi PPKD 
akan menjumal: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX 

XXX 
Hasil de 
Kekayaar 
LO 

iri Pemanfaatan 
. Daerah - Sewa- XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan; SAL XXX 

XXX 
Hasil da 
Kekayaar 
-LRA 

iri Pemanfaatan 
Daerah - Sewa XXX 

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 
keqasama/kemitraan hariis dikembalikan kepada Penierihtah 
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi 
akuntansi PPKD akan menjumal: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Aset Tetap - Tanah 
Lapangan Olahraga 

XXX 

XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga - Sewa Tanah 

XXX 

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Pinjam Pakai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 7 Tahun 2 0 0 7 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Mil ik Daerah menyebutkan 
bahwa pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar 
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir 
diserahkan kembali kepada pengelola. 

Sslcda •A 
1 ' , . , 

i:,:.:.3 

Pada saat_pgrianjian kemitraan-Pinjam Pakai ditandatangani 
PDlehTlcedua-pihak, fungsi akuntansi PPKD akan membuat j u m a l 

Arb'oa—reklasifikasraset tetap sebagai berikut: 

84 



J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kemitraan 
Ketiga -
Tanah 

dengan Pihak 
Pinjam Pakai XXX 

XXX 
Aset Te 

XXX 

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset 
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah 
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, fungsi 
akuntansi PPKD akan menjumal: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akim Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Aset Tetap |-Tanah XXX 

XXX 
Kemitraan dengan Pihak 
Ketiga - Pinjam Pakai 

XXX 

menyebutkan Bangun Guna 
: BGS adalah pemanfaatan 

3) Bangun Guna Serah - BGS [Build, Operate, Transfer- EOT) 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Mil ik Daerah 
Serah yang selanjutnya diangka 
tanah dan/atau bangunan mil ik Pemerintah Daerah oleh Pihak 
Ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau 
menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas 
tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya 
selama kurun waktu tertentu un tuk kemudian setelah jangka 
waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan 
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut kepada 
Pemerintah Daerah. 

pemerintah daerah kepada 
akan menerima Bukt i Acara 
Acara serah terima, fungsi 

Pada saat aset diserahkan oleh 
pihak ketiga/investor, maka PPKD 
Serah Terima. Berdasarkan Bukt i 
akuntansi PPKD akan membuat j u m a l penyerahan BGS/BOT 
sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kemitraan 
Ketiga -
Serah /BC 
Tanah 

dengan Pihak 
Bangun Guna 
\S (BOT) atas 

XXX 

XXX Aset Tetap - Tanah XXX 

Paraf Hiernrki 1 

Haku.T) 

4) Bangun Serah Guna-BSG [Build, Transfer, Operate-BTO) 
Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 

—pepiahfaa.tair"tanah dan/atau bangunan mil ik Pemerintah 

FD pJbangunan 

PDTarl-.G:i 

/c^.-Daerah oleq Pijbak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun 
^^Sp pakai dan/atau menyediakan/ menambah 
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sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan/atau bangunein 
tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan 
kepada daerah untuk kemudian oleh pemerintah daerah tanah 
dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut 
fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak Iain 
untuk didayagunakan selam kurun waktu tertentu. 

Pada saat penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada 
pemerintah daerah dfsertai dengan kewajiban pemerintah 
daerah un tuk melakukan pembayaran kepada pihak 
ketiga/investor atau dengan bagi hasil, maka PPKD akan 
menerima Bukt i Acara Serah Terima. Berdasarkan BAST 
tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan membuat j u m a l 
penyerahan BSG/BTO sebagai berikut; 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 

Kemitraan 
Ketiga -
Guna/BSG 
Tanah... 

dengan Pihak 
Bangun Serah 

(BTO) atas 
XXX XXX XXX 

XXX Aset Tetap - Tanah.... XXX 

XXX XXX 

XXX 
Utang Jangka Panjang 
Lainnya j- Utang kepada 
Pihak Ketiga BSG/BTO... 

XXX 

c. Aset Tidak Berwujud 
Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, PPKD akan menerima 
bukt i SP2D. Berdasarakan SP2D tersebut maka fungsi akuntansi 
PPKD membuat j u m a l pengakuan aset t idak berwujud sebagai 
berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Aset Tid£ 
Software 

ik Berwujud-
XXX 

XXX Kas di Kas Daerah XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Belanja Barang dan Jasa -
Konsul tansi - Software 

XXX 

XXX Perubahan SAL XXX 

Paraf Hierarid 4 
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Pada saat akhir periode akuntansi PPKD akan membuat bukt i 
memorial atas amortisasi aset tak berwujud. Berdasarkan bukt i 
memorial tersebut, maka fungsi akuntansi PPKD akan membuat 
jumaLpengakuan.amortisasi sebgai berikut: 
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J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Beban 
Software 

Amortisasi 
XXX 

XXX 
Akumula 
Software 

si Amortisasi 
XXX 

d. Aset Lain-lain 
Aset tetap yang dimaksudkan u n t u k dihentikan dari penggunaan 
akti f pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal in i 
dapat disebabkan karena rusak berai, usang, dan/atau aset tetap 
yang tidak digunakan karena jsedang menunggu proses 
pemindahtanganan (proses penjualan, tukar menukar, 
penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat 
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan 
direklasifikasikan ke dalam aset lain- ain. 

Pada saat suatu aset direklasifikasi meujadi aset lamnya, Fungsi 
Akuntansi PPKD akan membuat j u m a l pengakuan aset lain-lain 
dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang 
direklasifikasi dengan j u m a l sebagai berikut: 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Aset lain-
Rusak 

ain - Traktor 
XXX 

XXX 
AkumuIaE 
Alat-alat 
Traktor 

ii Penyusutan 
Besar Darat - XXX 
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BAB XV 
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN 

A. UMUM 
1. Definisi 

a. Kewajiban adalah utang yang t imbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 
ekonomi pemerintah daerah. 

b. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai 
dari pembelian/pengadaan barang/jasa (secara kredit) 
dibuktikan dengan dokumen yang 
penyelesaian/pembayaran utang yan 

yang 
sah sampai kepada proses 
; bersangkutan. 

2. Klasifikasi 
Kewajiban berdasarkan waktu j a tuh tempo penyelesaiannya dibagi 
menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 
Pos-pos kewajiban antara lain: 
a. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan 
dibayar dalam waktu paling lama. 12 bulan setelah tanggal 
pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer 
pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang 
jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak 
Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan 
dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 
tanggal pelaporan. Selain i tu , kewajiban yang akan dibayar dalam 
waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 
panjang j ika : 
1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; 
2) entitas bermaksud un tuk mendanai kembali [refinancdj 

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian 

pendanaan kembali [refinancing], 
kembali terhadap pembayaran, 
pelaporan keuangan disetujui. 

atau adanya penjadwalan 
yang diselesaikan sebelum 
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Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: 
Kelompok Jenis Kewenangan 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Utang Perhit 
Ketiga (PFK) 

angan Pihak SKPD/PPKD Kewajiban Jangka 
Pendek 

Utfine Bunsa SKPD/PPKD 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Bagian Lancar 
Panianc 

Utang Jangka PPKD 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Pendapatan 
Dimuka 

Diterima SKPD/PPKD 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Utang Belanja SKPD/PPKD 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Utang Jang 
Lainnya 

'ka Pendek SKPD/PPKD 

Kewajiban Jangka 
Panjang 

Utang Dalam ^ egeri PPKD Kewajiban Jangka 
Panjang 

Utang Jang 
Lainnya 

ka Panjang PPKD 

berdasarkan 
menggunakan nota 

Paraf HiErarYi Y 

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD 
1. Pihak-pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban 
d i SKPD terdiri atas: PPKom, PPK SKPD dan PPKD. 
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKom melaksanakan fungsi 
untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas 
sebagai berikut: 
1) melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa 

kebutuhan kegiatan dengan 
pesanan/dokumen yang dipersamakan; 

2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan 
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); 

3) menyiapkan dokumen pembayaran. 

b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD 
Dalam sistem akuntansi kewajiban', PPK SKPD melaksanakan 
fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai 
berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban berdasarkan bukt i -

bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) mem-posting j uma l - juma l transaksi/kejadian kewajiban ke 

dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 
3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca' dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal 
•pengadaanrbarahg/jasa oleh SKPD di lakukan dengan mekanisme 

^^•^^ .̂pembayara i L^, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas: 
757^)]mehyamp^mV; dokumen transalcsi yang dilakukan dengan 

-mekanisme LS kepada SKPD; 
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2) melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara 
PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang 
dilakukan oleh PPK SKPD. 

d. Pengguna Anggaran (PA/KPA) 
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani 
laporan keuangan yang telah disusun oleh PPK SKPD. 

e. Bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu 
SKPD 
Dalam sistem akuntansi kewajiban, Bendahara Pengeluaran 
SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mencatat semua 
pengeluaran kas terkait transaksi kewajiban di SKPD. 

2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 
antara lain: 
a. Keputusan Bupati; 
b. Nota Pesanan; 
c. Berita Acara Serah Terima; 
d. Putusan Hakim; 
e. Kwitansi; 
f. surat Perjartjian Kerja; 
g. SP2D GU/TU; 
h. SP2D LS; dan/atau 
i . Surat Pemyataan PA tentang Tanggungjawab PA terhadap 

Laporan Keuangan SKPD. 

3. J u m a l Standar 
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya 
utang dan pembayaran utang. Ketika SKPD melakukan suatu 
transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan 
pelunasan belum dilakukan, PPK SKPD akan mengakui adanya 
utang. Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat 
dilakukan dengan Pendekatan Aset. 
a. Transaksi pengakuan terjadinya 

pengadaan/pembeliati ATK yang 
pelunasan belum dilakukan. 

utang pada 
telah dilak&anakan 

saat 
dan 

Pada saat SKPD melakukan pembelian ATK dan belum 
dilakukan pelunasan/pembayaran, PPK SKPD akan menerima 
Nota Pesanan/Berita Acara Serah Terima Barang. Berdasarkan 
Berita Acara Serah Terima Barang tersebut PPK SKPD akan 
membuat j u m a l pengadaan ATK sebagai berikut 
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J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Persediaan 
Kantor 

Alat Tulis 
XXX 

XXX 
Utang 
(Belanja 
Habis) 

Belanja Jasa 
Bahan Pakai XXX 

b. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 
pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme 
TU/GU. 

Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia 
barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

pembayaran atau dokumen 
kui tans i pembayaran atau 

Pembantu akan menerima kuitansi 
yang dipersamakan. Berdasarkan 
dokumen yang dipersamakan tersebut PPK SKPD akan membuat 
jUri ia l peluhasail Utang belanja persediaan sebagai berikut: 

J u m a l LO atau Neraca 
Tanggal 

XXX 

Nomor Bukti 

XXX 

Kode Akim 

XXX 

XXX 

Uraian 
Utang Belanja Jasa (Belanja 
Bahan Pakai Habis) 

Kas di Bendahara 
Pengeluaran 

Debit 

XXX 

Kredit 

XXX 

J u m a l LRA 

XXX 
Nomor BUkti 

XXX 
Kode Akuil 

XXX 
XXX 

Uraian 
Belanja ATK 

Pembahan SAL 

Debit 
XXX 

Kredit 

XXX 
*) Pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode 

pencatatan yang dilakukan. Apakah menggunakan metode 
perpetual atau metode periodik Perlakuan Metode Perpetual 
maupun Metode Periodik dibahas dalam Sistem Akuntansi 
Persediaan. 

c. Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan 
pembayaran/pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme 
LS. 
Pada saat SKPD melakukan pembayaran barang kepada penyedia 
barang, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 
Pembantu akan menerima SP2D LS. Berdasarkan SP2D LS 
tersebut PPK SKPD akan membuat j u m a l pelunasan utang 
belanja persediaan sebagai berikut: 

Juma l LO atau Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

^X)QC— 
Utang Belanja Jasa (Belanja 
Bahan Pakai Habis) 

XXX 

1 1 / > XXX RK PPKD XXX 
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J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja ATK XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD 
Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang, pembayaran 
utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi menjadi 2 bagian yai tu: (1) 
akuntansi kewajiban, dan (2) akuntansi pembiayaan. 
1. Pihak-Pihak Terkait 

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di 
PPKD terdiri atas: Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD. 
a. Fungsi Akuntansi PPKD 

Dalam sistem akuntansi kewajiban, fhngsl akuntansi pada 
PPKD dengan memiliki tugas sebagai ̂ berikut: 
1) mencatat transaksi/kejadian kewajiban berdasarkan bukt i -bukt i 

transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 
2) mem-posting juma l - juma l transaksi/kejadian kewajiban ke 

dailam Buku Bessir masing-masing akun (rincian obyek); 
3) menjoisun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA), Laporan Pembahan SAL (LPSAL), Laporan 
Operasional (LO), Laporan Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca dan 
catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

b. Bendahara Umum Daerah (BUD) 
Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi 
mengadministrasi penerimaan utang, pembayaran utang dan 
reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas: 
1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan 

reklasifikasi utang; dan 
2) menyiapkan bukt i memorial un tuk pencatatan akuntansi 

oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh 
PPKD. 

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas 
memverifikasi laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum 
diserahkan kepada Bupati. 

2. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban 
PPKD antara lain: 
a. Peraturan Bupati; 
b. Surat Perjanjian Utang; 
c. Nota Kredit; dan/atau 
d. SP2D LS 
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3. Juma l Standar 

No Transaksi 
PENCATATAN FUNGSI AKUNTANSI PPKD No Transaksi 

Uraian j Debit Kredit 
1 Saat 

penerimaan 
pembiayaan 

Kas di Kas Daerah 
Kewajiban Jangka Pan ang 

XXX 
XXX 

1 Saat 
penerimaan 
pembiayaan Perubahan SAL 

Penenmaan Pembiayaa n 
XXX 

XXX 
2 Saat 

Pembayaran 
Bunga 
Kewajiban 

Beban Bunga 
Kas d i Kas Daerah 

XXX 
XXX 

2 Saat 
Pembayaran 
Bunga 
Kewajiban 

Bunga Utang 
Perubahan SAL 

XXX 
XXX 

3 Saat 
Pelunasan 
IVCW aj 1 Uall 

Kewajiban Jangka Panjan 
Kas di Kas Daerah 

g XXX 
XXX 

3 Saat 
Pelunasan 
IVCW aj 1 Uall Pengeluaran Pembiayaan 

Perubahan SAL 
XXX 

4 Saat 
Reklasifikasi 

Kewajiban Jangka Panjan 
Bagian Lancar Kewi 
Panjang 

g 
i j iban Jangka 

XXX 

XXX 
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BAB XVI 
SISTEM AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN 

UMUM 
1. Definisi 

a. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar 
akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 
sesuai dengan yang sehairusnya. 

b. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signlfikan 
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan 
dapat disebabkan oleh adanya keterlambatan penyampaian bukt i 
transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan 
penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. 
Kesalahan dapat ditemukan di periode yang sama saat kesalahan 
i tu dibuat dan dapat pula ditemukan' pada periode dimasa depan. 

c. Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan 
kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan 
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

2. Klasifikasi 
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 
(dua) jenis: 
a. Kesalahan tidak berulang 

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali. Kesalahan in i dikelompokkan kembali 
menjadi 2 (dua) Jenis: 
1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan 
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya. 
b. Kesalahan berulang 

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat 
alamiah (normal) dari jenis-jenisj transaksi tertentu yang 
diperkirakan akan terjadi secara beru ang. 

SKPD. 
SKPD terdiri dari kesalahan 

3. Sistem akuntansi koreksi kesalahan d 
Sistem akuntansi koreksi kesalahan d i 
berulang dan kesalahan tidak berulang. 
a. Pihak-pihak yaing terkait 

D alam sistem akuntansi koreksi kesalahan di SKPD fungsi yang 
terkait terdiri atas: 
1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) 

PPK SKPD mempunyai tugas untuk : 
a) mencatat transaksi/kejadian koreksi kesalahan berdasarkan 

bukt l -bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l u m u m ; 
b) memposting juma l - juma l transaksi/kejadian koreksi 

kesalahan ke dalam Buku Besar masing-masing akun 
—(rincian-obyek);—i 

1 



Cewenangan 

c) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

2) PA/KPA atau Pejabat yang Diberi 
PA/KPA dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan bertugas 
menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh 
Fungsi Akuntansi SKPD. 

b. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi koreksi 
kesalahan di SKPD adalah seperti berikut: 
1) peraturan Bupati; dan/atau 
2) bukt i memorial; dan/atau 
3) SP2D; dan/atau 
4) dokumen yang dipersamakan. 

e. Juma l staudar 
1) Kesalahan Tidak Berulang 

a) Kesalahan tideik berulang yang terjadi pada periode berjalan 
Apabila terjadi kesalahan jenis in i , koreksi dilakukan untuk 
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode 
berjalan baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang 
tidak. Akun yang dikoreksi baik akun pendapatan LRA, 
belanja, pendapatan LO, maupun beban. 

contoh koreksi kesalahan dan Jumal standar: 
(1) Kesalahan Pencatatan Nominal 

PPK SKPD mencatat 
Rpl5.000.000 berdasarkan 
Rpl50.000.000. Kesalahan 

pembayaran gaji sebesar 
SP2D LS yang bemominal 
i n i ditemukan pada tahun 

berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum 
disusun. Atas kesalahan in i dibuatkan bukt i memorial 
dan dengan dasar bukt i memorial tersebut PPK SKPD 
membuat j u m a l koreksi kesalahan sebagai berikut: 

Juma l koreksi beban-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Beban Gaji XXX 
XXX Kas di Kasda XXX 

* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang 
salah (150.000.000-15.000.000) 

Juma l koreksi belanja-LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Belanja Gaji XXX 
XXX Pembahan SAL XXX 
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(2) Kesalahan Pencatatan Akun 
PPK SKPD menerima dan mencatat STS untuk 
pendapatan retribusi sebesar Rp 5.000.000 sebagai Lain-
lain PAD yang sah. Kesalahan in i ditemukan pada tahun 
berjalan dan laporan keuangan tahun tersebut belum 
disusun. Atas kesalahan in i dibuatkan bukt i memorial 
dan dengan dasar bukt i memorial tersebut PPK SKPD 
membuat j u m a l koreksi kesalahan sebagai berikut. 

J u m a l koreksi pendapatan-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun lUraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Lain-lain 
LO 

PAD Yang Sah -
XXX 

XXX 
Pendapa 
LO 

tan Retribusi -
XXX 

J u m a l koreksi pendapatan-I .RA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Lain-lain PAD Yang Sah XXX 
XXX Pendapatan Retribusi XXX 

b) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode 
Sebelumnya 
Kesalahan jenis in i dapat terjadi pada periode/tahun yang 
berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporan 
keuangan periode/tahun berjalan belum diterbitkan dan yang 
terjadi dalam periode/tahun sebelumnya dengan laporan 
keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua 
jenis kesalahan 
berbeda. 

in i memiliki perlakuan akuntansi yang 
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(1) Koreksi kesalahan-Laporan keuangan Belum Diterbitkan 
Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau 
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun 
beban. Contoh dan j u m a l koreksi kesalahan sama dengan 
contoh dan j u m a l koreksi kesalahan tidak berulang yang 
terjadi pada periode beijalanj 

(2) Koraksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan 
Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 
diterbitkan (Peraturan Daerah / Peraturan Bupati tentang 
Pertanggungjawaban), koreksi kesalahan atas 
pengeluaran yang mengakibatkan penerimaan kembali 
(tidak berulang) yang terjadi pada periode-periode 
sebelumnya dan menambaii posisi kas, maka dilakukan 
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. 

aEinengakibatkan pengurangan kas dilakukan 
^mbetulan pada aki in Saldo Anggaran Lebih. 
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(3) Koreksi kesaleihEin yang menyebabkan penambahan kas 

J u m a l LO dan Neraca 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun lUraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Kas di Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

XXX Pendapatan lain-lain-LO XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan SAL XXX 
XXX Pendapatan Lain-lain-LRA XXX 

(4) Koreksi kesalahan yang men 

Juma l LO dan Neraca 

yebabkan pengurangan kas 

Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 
XXX XXX XXX Ekuitas | XXX 

XXX Kas di Bendahara 
P e n e r i m ^ 

XXX 

J u m a l LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pembahan] SAL XXX 
XXX Surplus Defisit LRA XXX 

2) Kesalahan Bemlang 
Kesalahan bemlang dan sistemik adalah kesalahan yang 
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara bemlang. 
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang 
memerlukan koreksi sehingga perlu di lakukan restitusi atau 
tambahan pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan bemlang tidak memerlukan koreksi melainkan 
dicatat pada saat terjadi ' pengeluaran kas untuk 
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 
Juma l un tuk mencatat pengembalian kas atas lebih bayar 
pajak atau penerimaan kas atas' kurang bayar pajak sama 
dengan pencatatan pendapatan pada sistem akuntansi 
pendapatan 

4. Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi d i PPKD. 

Pcraf Hisrarici 

Sakda Y 
\A±rj 
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Sistem akuntansi koreksi kesalahan di 
bemlang dan kesalahan tidak bemlang. 
.a .Pihak-PihakrTerkait 

Pcraf Kpcrd.ncci _ * 

P ihak=p ihakry^g ! terkait dalam 

PPKD terdiri dari kesalahan 

J 
sistem akuntansi koreksi 

d i P^KD terdiri atas Fungsi Akuntansi PPKD dan PPKD 
ansi PPKD 
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koreksi kesalahan bertugas 

sistem akuntansi kewajiban 

a) mencatat transaksi/kejadian mvestasi lainnya berdasarkan 
bukt i -bukt i transaksi yang sah ke Buku J u m a l Umum; 

b) mem-posting juma l - juma l transaksi/kejadian investasi ke 
dalam Buku Besar masing-masing akun (rincian obyek); 

c) menyusun laporan keuanganj yang terdiri dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan 
Pembahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Ams Kas (LAK) 
dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

2) PPKD 
PPKD dalam sistem akuntansi 
memverifikasi laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi 
Akuntansi SKPD. 

b. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam 
antara Iain: 
1) peraturan Bupati; 
2) bukt i memorial; 
3) SP2D; dan/atau 
4) dokumen yang dipersamakan. 

c. J u m a l Standar 
1) Kesalahan Tidak Berulang 

a) Kesalahan tidak bemlang yang terjadi pada periode berjalan 
Kesalahan jenis in i , baik yang mempengamhi posisi kas 
maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun yang bersangkutan dalam' periode berjalan. Baik pada 
akun pendapatan L R A , belanja, pendapatan LO, maupun 
beban. 
Contoh koreksi kesalahan dan j u m a l standar: 
(1) Kesalahan Pencatatan Nominal 

I 
Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan sebesar 
Rpl5.000.000,00 berdasarkan nota kredit bank yang 
bemominal Rp 150,000.000,00 Kesalahan in i ditemukan 
pada tahun berjalan dan laporan keuangan tahun 
tersebut belum disusun. Atas kesalahan in i dibuatkan 
bukt i memorial dan dengan dasar bukt i memorial 
tersebut Fungsi Akuntansi PPKD membuat j u m a l koreksi 
kesalahan sebagai berikut: 

J u m a l koreksi Pendapatan-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan [Transfer.. - LO XXX 
XXX Kas di Kasda XXX 

* selisih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang 
salah (150.000.000,- 15.000.000,) 



J u m a l koreksi Pendapatan-LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun i Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Pendapatan Transfer.. XXX 
XXX Perubahan SAL 

—,—.—•• XXX 
* seKsih antara jumlah yang benar dengan jumlah yang salah 

(150.000.000-15.000.000) 

(2) Kesalahan Pencatatan Akun 
Fungsi Akuntansi PPKD menerima dan mencatat nota 
kredit bank un tuk pendapatan transfer sebesar 
Rp 5.000.000 sebagai Lain-lain PAD yang sah. Kesalahan 
in i ditemukan pada tahun berjalan dan laporan keuangan 
tahun tersebut belum disusun. Atas kesalahan in i 

dan dengan dasar bukt i 
Akuntansi PPKD membuat 

dibuatkan bukt i memoriaJ 
memorial tersebut Fungsi 
j u m a l koreksi kesalahan sebagai berikut. 

Juma l koreksi pendapatan-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Lain-lain F 
LO 

>AD Yang Sah -
XXX 

XXX 
Pendapat 
LO 

an Transfer.... -
XXX 

Juma l koreksi pendapatan-LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Lain-lain PAD Yang Syah XXX 
XXX Pendapatan Transfer.... XXX 

b) Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode 
Sebelumnya 
Kesalahan jenis in i dapat terjadi pada periode/tahun yang 
berbeda (periode/tahun sebelumnya) dengan laporain 
keuangan periode/tahun berjalan belum diterbitkan dan yang 
terjadi dalam periode/tahun sebelumnya dengan laporan 
keuangan periode/tahun tersebut sudah diterbitkan. Kedua 
jenis kesalahan in i memiliki perlakuan akuntansi yang 
berbeda. 
(1) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan 

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 
bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau 
akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun 
beban. Contoh dan j u m a l sama dengan sistem akuntansi 
koreksi kesalahan SKPD di atas. 

Pcraf Hî  ra:lci 1 

V 

Pcraf Kwirancsi •• 1 
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(2) Koreksi Kesalahan-Laporan Keuangan sudah Diterbitkan 
Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 
diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan Bupati 
Pertanggungjawaban), koreksi kesalahan atas 
pengeluaran belanja yang mengakibatkan penerimaan 
kembali belanja (tidak berulang) yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, 
maka dilakukan dengan pembetulan pada akun 
pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan 
pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada 
akun Saldo Anggaran Lebih. 

Koreksi kesaleihan yang menyebabkan penambahan kas 

J u m a l koreksi-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX 
Kas di Bendahara. 
Penerimaan 

XXX 

XXX Pendapatan lain-lain-LO XXX 

Juma l koreksi -LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX PefUbahaillSAL XXX 

XXX 
Pendapat 
LRA 

an Lain-Lain-
XXX 

Koreksi kesalahan yang menyebabkan pengurangan kas 

J u m a l koreksi-LO 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Ekuitas XXX 

XXX 
Kas d i Bendahara 
Penerimaan 

XXX 

J u m a l koreksi -LRA 
Tanggal Nomor Bukti Kode Akun Uraian Debit Kredit 

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX 
XXX Surplus Defisit LRA XXX 

Parcf tliorarVo » 

Cckda 
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2) Kesalahan Bemlang 
Kesalahan bemlang dan sistemik adalah kesalahan yang 
disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara bemlang. 
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang 
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau 
tambahan pembayaran dari wajib pajak. 
Kesalahan bemlang tidak memerlukan koreksi melainkan 
dicatat pada saat terjadi 'pengeluaran kas untuk 
niengemraikari™kelebihan pendapatan dengan mengurangi 

As!s;:pendapatan-LRk maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 
mencatat pengembalian kas atas lebih bayar 

FDTcrSrail 
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pajak atau penerimaan kas atas kurang bayar pajak sama 
dengan pencatatan pendapatan pada sistem akuntansi 
pendapatan. 

Pcraf Hicrarid ly 
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BAB XVII 
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASIAN 

A. UMUM 
Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan keuangan gabungan 
dari seluruh laporan keuangein PPKD dan SKPD menjadi satu laporan 
keuangan entitas tunggal yaitu laporan keuangan pemda sebagai entitas 
pelaporan. 

PPKD 
(sebagai konsolidator) 

Laporan Keuangan 
KonsoUdaslan 

SKPD 
(yang dikonsolidasikan) 

PPKD 
(dalam fungsi sebagai 

Entitas Akuntansi) 

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi in i terdiri atas dua 
tahap utama, yaitu: 
1. tahap penyusunan kertas kerja [worksheetj konsolidasi tahap 

penyusunan laporan keuangan gabungan; dan 
2. pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. 

I 

NS SKPD setelah 
Penyesuaian 

NS PPKD setelah 
Penyesuaian 

\ 
WORKSHEET < 

J u m a l El iminasi 

Pcraf Hierarid | 

Sc!;da 
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Pc.-cf Koordincsi 

AsVcn, 

FD Pcrarckcraa 
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LRA Pemda 

SAL Pemda 

LO Pemda 

LPE Pemda 

Neraca 

LAK Pemda 

CALK Pemda 
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B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI 
Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu un tuk menyusun neraca 
saldo gabungan SKPD dan PPKD. 

Kode 
Akun 

Nama 
Akun 

Lap. Keu 
SKPD A 

Lap. Keu 
S K P D B 

Lap. Keu 
SKPD 
dst. 

Lap. Keu 
PPKD 

Jurnal 
Eliminasi 

Lap. Keu 
Pemda 

Kode 
Akun 

Nama 
Akun 

D K D K D K D K D K D K 

Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi ke 
dalam 3 bagian yaitu: 
1. menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan akun-

akun pada kode 4, 5, 6 dan 7 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk 
mendapatkan LRA GABUNGAN; 

2. menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-
akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk 
mendapatkan LO GABUNGAN; dan 

3. Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan 
akun -akun pada kode 1, 2, dan 3 dari seluruh SKPD dan PPKD 
untuk mendapatkan NERACA GABUNGAN. Namun khusus untuk 
penggabungan Neraca lebih dulu harus dibuat j u m a l eliminasi, 
barulah kemudian dibuat NERACA GABUNGAN. 

WORKSHEET LRA GABUNGAN 

No Uraian SKPD 1 SKPD 2 PPKD Gabungan 
No Uraian D K 1 D K D K D K 
1 Pendapatan 
2 Pendapatan Asli Daerah 1 
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX 

4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX 

5 Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 

XXX XXX 

6 Lain-Lain PAD Yang Sah XXX XXX 

7 Jumlah Pendapatan Asli 
Daerah 

X X X X X X X X X X X X 

8 Dana Perimbangan/Transfer X X X X X X 
9 Lain-Lain Pendapatan Yang 

Sah 
X X X X X X 

10 Jumlah Pendapatan XXX 1 X X X XXX X X X 
11 Belanja 
12 Belanja Operasi XXX Ixxx XXX XXX 

13 Belanja Modal XXX !xxx XXX 

14 Jumlah Belanja XXX ixxx X X X X X X 
15 Surplus/Defisit-LRA XXX XXX X X X XXX 
16 Pembiayaan Daerah } 

17 Penerimaan Pembiayaan 1 XXX XXX 

18 Pengeluaran Pembiayaan 1 XXX XXX 

19 Pembiayaan Nettc X X X X X X 
20 ^isa'Lebihf^embiayaan Tahun 

Berkenaan (SILFA)/$KPA 
X X X X X X Paraf MY 

S:f::J3 

rn-i 
PDTcrlcit 
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WORKSHEETLO GABUNGAN 

JYralHlcrcr; 

No Uraian SKPD 1 SKPD 2 PPKD ( Sabungan No Uraian D K D K D K D K 
KEGIATAN OPERASIONAL 

1 Pendapatan 
2 Pendapatan Asli Daerah XXX XXX 

3 Pendapatan Transfer 1 XXX XXX 

4 Lain-Lain Pendapatan Yang 
Sah 

XXX XXX 

5 Jumlah Pendapatan XX 
1 

X 

XX 
X 

X X 
X 

X X X 

6 Beban 
7 Beban Operasi XXX 1 XXX XXX XXX 

8 Beban Transfer XXX XXX XXX XXX 

9 Jumlah Surplus/Defisit Dari 
Operasi 

XX 
X 

XX 
X 

XX 
X 

X X X 

10 Surplus/Defisit Dari Kegiatan 
Non Operasional 

XX 
X 

XX 
X 

XX 
X 

X X X 

Surplus/Defisit LC 

WORKSHEJET NERACA GABUNGAN 

No Uraian 
SK 
1.2 

r 

PD 
...n PPKD Eliminasi Gabungan No Uraian 

D K D K D K D K 
1 Aset 
2 Aset Lancar 
3 Kas di Kas Daerah XXX XXX 

4 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX XXX 

5 Kas d i Bendahara 
Pengeluaran 

XXX XXX XXX 

6 Piutang Pajak Daerah XXX XXX 

7 iHutang Retribusi Daerah XXX XXX 

8 Ruta ng Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang 
Dipisahkan 

XXX XXX 

9 Piutang Lain-Lain PAD Yand 
Sah 

XXX XXX 

10 Rutang Dana Perimbangan XXX XXX 

11 Rutang Lain-Lain Pendapatan 
Yang Sah 

XXX XXX 

12 Persediaan XXX XXX 

13 ihimlah Aset Lancar XXX XXX XXX 
14 Inventasi Jangka Panjang X X X raac 
15 Aset Tetap 
16 Tanah XXX XXX 

17 Peralatan Dan Mesin XXX 1 XXX 

18 Gedung Dan Bangunan XXX XXX 

19 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan XXX XXX 

20 Aset Tetap Lainnya XXX XXX 

21 Akumulasi Penyusutan XXX XXX 

22^ Jumlah'Aset'Tetcip—I XXX X X X 

y^ Dana.Cadangari-.nL—\ X X X X X X 
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24 Aset Lainnya X X X ' X X X X X X 
25 Rekening Koran-SKPD 1 X X X X X X 
26 Jumlah asei XXX 1 XXX X X X 
27 Kewajiban X X X X X X X X X 
28 Ekuitas X X X X X X 

- Ekuitas 
- SAL 

29 Rekening Koran-PPKD X X X X X X 
30 Jumlah Kewajiban dan 

Ekuitas 
XXX XXX X X X 

C. JURNAL ELIMINASI 
J u m a l eliminasi dibuat untuk meng-nbl-kan RK-PPKD dan RK- SKPD 
yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tingkat 
Pemda (entitas pelaporan). Akun in i akan dieliminasi dengan j u m a l 
eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca 
konsolidasi. Namun j u m a l eliminasi in i tidak dilakukan pemostingan 
ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut, baik di SKPD 
maupun di PPKD sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun 
RK-SKPD d i neraca PPKD tetap hidup. Untuk mengeliminasi akun 
reciprocal in i dengan menjumal RK-PPKD d i Debit dan RK-SKPD di 
Kredit. 

Uraian Debit Kredit 
RK-PPKD XXX 

RK-SKPD 1 XXX 

b, JURNAL PENUTUPAN 
J u m a l penutupan sudah dilakukan d i entitas SKPD dan PPKD ketika 
menyusun laporan keuangan masing - masing sehingga pada saat 
menggabungkan / mengkonsolidasikan idak perlu lagi membuat j u m a l 
penutup. J u m a l penutupan yang dilakukan di entitas SKPD dan PPKD 
ketika menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Juma l Penutupan Realisasi Anggaran 
a. Kondisi LRA Surplus 

Uraian Debit Kredit 
Pendapatan-LRA XXX 

Belanja XXX 
Surplus/Defisit-LRA 1 XXX 

b. Kondisi LRA Defisit 
Uraian Debit Kredit 

Pendapatan-LRA XXX 
Surplus/Defisit-LRA XXX 

Belanja XXX 



2. J u m a l Penutupan Surplus/Defisit LRA 
a. Akun Surplus/Defisit LRA terjadi Surplus 

Uraian Debit Kredit 
Surplus/Defisit-LRA I X X X 

Perubahan SAL X X X 

b. Akun Surplus/Defisit LRA terjadi Defisit 
Uraian Debit Kredit 

Perubahan SAL I X X X 
Surplus/Defisit-LRA X X X 

3. J u m a l Penutupan LO 
a. Kondisi LO Surplus 

Uraian Debit Kredit 
Pendapatan-LO IXXX 

Beban X X X 
Surplus/Defisit-LO \ X X X 

b. Kondisi LO Defisit 
Uraian Debit Kredit 

Pendapatan-LO IXXX 
Surplus/Defisit-LO IXXX 
Beban X X X 

4. J u m a l Penutupan Surplus/Defisit L 
a. Kondisi LO Surplus 

J 

Uraian Debit Kredit 
Surplus/Defisit-LO iXXX 

Ekuitas X X X 

b. Kondisi LO Defisit 
Uraian Debit Kredit 

Ekuitas ' XXX 
Surplus/Defisit-LO X X X 

£. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 
Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang 
pemerintah daerah, yaitu: 
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 
2. Laporan Pembahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 
3. Laporan Operasional (LO); 
4. Laporan Pembahan Ekuitas (LPE); 
5. Neraca; 
6. Laporan Ams Kas (LAK); dan 
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

wajib dibuat oleh 



Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi 

ri^^> Menyusun LRA 
GABUNGAN 

Menyusun LO 
GabUtlgah 

Menyusun 
fNeraCA 

J GABUNGAN 

Menyusun 
^ Laporan 

J i Perubahan SAL 

Menyusun Lap. 
Perubahan 
Ekuitas 

Menyusun 
? Laporan Arus 
iKas 

Menjmsun 
Catatan Atas 
Laporan 
Keuangan 

2. 

Berikut dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan 
keuangan tersebut. 
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang 
menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
Surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA 
dapat langsung dihasilkan dari I !RA konsolidasi yaitu dengan 
mengambil data akun-akun kode akun 4 (Pendapatan-LRA), 5 
(Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada u;or/csheet yang 
telah di gabungkan. 
Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Laporan Perubahan SAL in i merupakan akumulasi SiLPA periode 
berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL 
baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal in i karena dalam 
menyusun laporan pembahan SAL, klta memerlukan informasi 
SiLPA/SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA. 
Penyusunan Laporan Operasional 
Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat 
langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil 
data akun-akun kode akun 8 (Pendapatan - LO) dan 9 (Beban). 
Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas 
pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan 
mengguhakau data Ekuitas Awal jdan data pembahan ekuitas 
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit 
Laporan Operasionad. 

3. 

4 . 
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kode akun 1 (Aset), 2 
proses j u m a l eliminasi un tuk 

upan LO sebelumnya di SKPD 

Penyusunan Neraca 
Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari 
WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun 
dengan mengambil data akun-akun 
(Kewajiban) dan 3 (Ekuitas). Ada 
reciprocal RK-SKPD dan RK-PPKD. 
Sebagai catatan: Dari proses penu 
dan PPKD terbentuk Ekuitas yang sudah meliputi Transaksi 
Kas dan Akrual. Dari proses penutupan L R A terbentuk Ekuitas S A L 
dan proses offset Ekuitas dari Transaksi Kas. Dengan demikian di 
dalam akun Ekuitas akan terlihat saldo Ekuitas S A L dan Ekuitas 
Akmal m u m i . 
Membuat Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas 
keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus 
kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke 
dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, 
dan aktivitas transitoris. informasij tersebut dapat diperoleh dari 
Buku Besar Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum 
Daerah. 

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian 
dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Pembahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Pembahsui Ekuitas, 
Neraca, dan Laporan Ams Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan antara lain: 
a. informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 
b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro; 
c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan 

berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian 
target; 

d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 
kebijakan-kebijakan akuntansi j^ang dipil ih un tuk diterapkan 
atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 
1 ) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 

pada lembar muka laporan keuangan; 
2) Informasi yang dihamskan oleh Pemyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar 
muka laporan keuangan; dan 

3) Informasi lainnya yang diper 
wajar, yang tidak disajikan 
keuangan. 

ukan untuk penyajian yang 
dalam lembar muka laporan 

BUPATI PACITAN 

^ INDARTATO 
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